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Fachran Adi Suryadi, E 131 12 116, dengan “Kerjasama Indonesia dan 
Singapura dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Ekonomi Khusus”, di bawah 
bimbingan H. Darwis, MA., Ph.D selaku pembimbing I dan Muhammad Ashry 
Sallatu, S.IP., M.Si selaku pembimbing II, pada Jurusan Ilmu Hubungan 
Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.  
 
Penelitian ini menggambarkan tentang kerjasama Indonesia dan Singapura dalam 
pengelolaan wilayah perbatasan. Pembahasan ini difokuskan pada kerjasama 
Indonesia dan Singapura dalam hal pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Yaitu  
Pulau Batam, Bintan dan Karimun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Kawasan Ekonomi Khusus merupakan suatu kerangka kerjasama Pemerintah 
Indonesia dengan Pemerintah Singapura dimana penerapannya adalah untuk 
wilayah Batam, Bintan dan Karimun begitupun dengan kebijakan kerjasama 
bilateral yang tertulis di   penandatanganan MoU (Memorandum of 
Understanding) kawasan ekonomi khusus untuk wilayah BBK (Batam, Bintan, 
Karimun).  
 
Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah metode 
deskriptif analitik. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan 
berdasarkan data primer dalam bentuk wawancara dan sekunder dalam bentuk 
telaah pustaka (library research), yaitu dengan cara mengakumulasikan seluruh 
data dari berbagai literatur yang telah diperoleh dari beberapa tempat penelitian 
seperti buku, majalah, surat kabar harian, artikel ilmiah, situs internet, jurnal, 
dokumen, perjanjian, dan makalah ilmiah yang berkaitan langsung dengan 
permasalahan. 
 
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Kawasan Batam, Bintan dan Karimun 
memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan. Tujuan dari kerjasama ini, 
yaitu bertujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan kemajuan ekonomi 
dengan, antara lain menarik penanaman modal asing dan menciptakan lapangan 
pekerjaan, meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan perdagangan 
barang dan jasa, mengembangkan kerjasama ekonomi dalam KEK (Kawasan 
Ekonomi Khusus) di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa kerjasama bilateral antara Singapura dan Indonesia bersifat 
saling menguntungkan dalam bidang ekonomi. 
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Fachran Adi Suryadi, E 131 12 116, with the "Cooperation between Indonesia 
and Singapore in the Management of Special Economic Frontier", under the 
guidance of H. Darwis, MA., Ph.D as supervisor I and Muhammad Ashry 
Sallatu, S.IP., M .Si as supervisor II, at International Relations Departement, 
Social and Political Faculty, Hasanuddin University. 
This study describes the cooperation between Indonesia and Singapore in the 
management of border areas. This discussion focused on the cooperation between 
Indonesia and Singapore in terms of management of Special Economic Zones 
That Batam, Bintan and Karimun. The results showed that the Special Economic 
Zone is a framework of cooperation the Government of Indonesia and the 
Government of Singapore where its application is for Batam, Bintan and Karimun 
as well as with the policy of bilateral cooperation that is written in the signing of 
the MoU (Memorandum of Understanding) special economic zone for the area 
BBK (Batam, Bintan, Karimun). 
The method used in this thesis is descriptive analytic method. While data 
collection techniques used are based on primary data in the form of interviews and 
secondary in the form of literature review (library research), that is by 
accumulating all the data from the literature that has been obtained from several 
research area such as books, magazines, daily newspapers, scientific articles , 
internet sites, journals, documents, agreements, and scientific papers directly 
related to the problem. 
The results showed that the area of Batam, Bintan and Karimun has a variety of 
potential that can be developed. The aim of this cooperation, which aims to 
promote and enhance economic progress by, among others, to attract foreign 
investment and create jobs, increase production capacity and increase trade in 
goods and services, developing economic cooperation in the SEZ (Special 
Economic Zone) in Batam Island, Bintan and Karimun. It shows that the bilateral 
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A. Latar Belakang 
Dalam hubungan internasional dewasa ini yang semakin rumit dan saling 
ketergantungan yang semakin tinggi, tidak ada pilihan bagi setiap negara untuk 
tidak mengembangkan kerjasama internasional dengan tetap mengacu pada 
kepentingan nasionalnya. Hal ini tentunya juga berlaku bagi Indonesia dan 
Singapura. 
Secara konseptual, tujuan utama dari semua hubungan bilateral antarnegara 
adalah membangun kemitraan yang kuat dengan lingkungan eksternalnya, 
menciptakan hubungan persahabatan. Muara utama dari semua hubungan bilateral 
di atas tentunya adalah pencapaian kepentingan nasional baik dari sisi ekonomi, 
sosial, dan politik keamanan. Secara lebih spesifik, beberapa konsep utama dalam 
hubungan internasional yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan bilateral 
antara dua negara juga menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. 
Kerjasama antara negara baik dalam lingkup bilateral, regional dan 
multilateral sangat dibutuhkan oleh suatu negara, dimana suatu negara tidak bisa 
hidup sendiri tanpa adanya interaksi dengan negara lainnya baik dalam sektor 
ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. 
Singapura adalah negara tetangga yang kerapkali menjadi harapan 
Indonesia tentang bagaimana sebuah pembangunan hendaknya dijalankan di 
negara ini. Mengingat Singapura adalah negara tetangga terdekat, Indonesia dan 
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Singapura harus menjalin hubungan erat, harmonis, dan produktif, dalam arti 
saling membantu, baik secara bilateral maupun dalam kerangka ASEAN. 
Hubungan Indonesia dan Singapura pada awalnya dimulai dengan saling 
curiga. Hal ini wajar disebabkan kedua negara berbeda sejarah, kepentingan dan 
tujuan nasional masing-masing. Faktanya, hubungan kedua negara yang 
bertetangga tersebut kemudian mengalami perkembangan dan kemajuan yang 
kondusif, sehingga kemudian tumbuh hubungan yang didasarkan atas kesadaran 
kedua belah pihak adanya sifat saling membutuhkan. 
Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Singapura dibina bukan hanya 
karena faktor geografis yang berdekatan tapi juga faktor sejarah. Berbagai ranah 
kerjasama dibangun atas nama kepentingan negara baik dalam bidang ekonomi 
maupun bidang politik. Hubungan itu bisa berlangsung harmonis dan produktif 
bila kedua negara bisa memaksimalkan dan mempertahankan hubungan yang 
sudah baik, dan meminimalkan atau menghilangkan ganjalan yang masih ada. 
Hubungan dan kerjasama saling menguntungkan menjadi kunci yang diperlukan 
untuk memelihara saling ketergantungan kedua negara merupakan suatu 
kenyataan yang tidak bisa ditawar. 
Hubungan Indonesia-Singapura mempunyai arti yang sangat penting bagi 
kepentingan nasional Indonesia maupun kepentingan kawasan. Dari segi 
kepentingan nasional, hubungan bilateral kedua negara yang erat, produktif, dan 
saling menguntungkan mutlak diperlukan dan harus terus diupayakan terutama 
guna menciptakan lingkungan eksternal yang menunjang bagi kepentingan 
pembangunan nasional Indonesia. Besarnya komplementaritas kepentingan 
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ekonomi di antara kedua negara harus secara strategis terus dikembangkan 
terutama dalam rangka menunjang upaya pembangunan ekonomi Indonesia. 
Sementara itu, dari kepentingan kawasan, Indonesia dituntut untuk 
memberikan prioritas dan perhatian pada pembinaan dan penguatan hubungan, 
kerja sama serta solidaritas ASEAN, dan dalam hal ini hubungan bilateral yang 
baik dan erat antara Indonesia dan Singapura merupakan salah satu prasyarat 
untuk mencapai tujuan tersebut. 
Singapura adalah negara sahabat dan secara fisik geografis merupakan 
tetangga dekat Indonesia. Oleh karena itu, hubungan dan kerja sama antara kedua 
negara terwujud dalam berbagai bidang kehidupan, terutama yang menonjol 
adalah di bidang ekonomi di mana Singapura adalah mitra dagang utama, sumber 
investasi asing terbesar, dan juga asal wisatawan asing terbesar bagi Indonesia. 
Hubungan Bilateral Indonesia Singapura telah menunjukkan peningkatan di 
berbagai bidang kerjasama terutama hubungan kerjasama politik, hubungan 
kerjasama ekonomi dan hubungan kerjasama sosial budaya. Selain itu kunjungan 
antara sesama pejabat Pemerintah maupun swasta di kedua negara telah 
memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan hubungan kerjasama dan 
peningkatan investasi di kedua negara. Kedua negara baik Indonesia dan 
Singapura menyatakan untuk terus bekerjasama dan mempertegas komitmen 
mereka untuk memperkuat dan memperdalam hubungan Singapura Indonesia. 
Peningkatan hubungan kerjasama antara Singapura dan Indonesia 
merupakan peluang kerjasama yang saling mengungtungkan. Hubungan 
kerjasama ekonomi, Indonesia dan Singapura saling melengkapi dan memiliki 
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tingkat yang tinggi. Indonesia memilki sumberdaya alam dan sumber daya 
manusia yang besar sedangkan Singapura memiliki kemampuan pengetahuan dan 
tehnologi tinggi, jaringan ekonomi serta sumber daya keuangan yang besar. 
Hubungan Bilateral Indonesia Singapura telah menunjukkan peningkatan di 
berbagai bidang kerjasama terutama hubungan kerjasama politik, hubungan 
kerjasama ekonomi dan hubungan kerjasama  sosial budaya. Selain itu kunjungan 
antara sesama pejabat Pemerintah maupun swasta di kedua negara  telah  
memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan hubungan kerjasama dan 
peningkatan investasi di kedua negara. 
Kerangka hubungan kerjasama Indonesia dan Singapura tersebut di atas, 
telah menjadi landasan dasar bagi pengembangan hubungan Indonesia dan 
Singapura yang lebih mengikat, salah satunya melalui kunjungan antara Kepala 
Negara atau Kepala Pemerintahan kedua negara yang menghasilkan kesepakatan-
kesepakatan susbtansial untuk meningkatkan dan mengembangkan hubungan 
kerjasama bilateral kedua negara. 
Dalam rangka memajukan hubungan kedua Negara, suatu peristiwa penting 
terjadi melalui kunjungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Singapura pada 
tanggal  28 Juli 2015. Ketika itu, Presiden RI telah menyaksikan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik 
Indonesia Yuddy Chrisnandi dan Menteri Komunikasi dan Informatika Singapura 
Yacoob Ibrahim menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of 
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Understanding/MoU) kerjasama dalam bidang e-government di Singapura. 
Peristiwa itu juga dihadiri oleh PM Singapura Lee Hsien Loong. 
1
 
Dalam kunjungan, Presiden RI tidak hanya menyaksikan nota kesepahaman 
MoU antara Indonesia dan Singapura. Tetapi dia juga bertemu perdana dengan 
PM Singapura Lee Hsien Loong. Dalam pertemuan perdana tersebut, Presiden RI 
Jokowi membahas detail penanganan/pengelolaan pulau Batam, Kepulauan Riau, 
dan daerah sekitarnya. Menurut presiden RI Jokowi masalah penanganan Batam, 
Bintan, Karimun atau disebut Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memang sudah 
bertahun-tahun tidak berkonsentrasi ke sana. Padahal ada sebuah potensi yang 
bisa diangkat disana. Dia menjelaskan jika dalam pertemuan nanti akan ada 
permintaan pengembangan, baik itu dalam sektor industri ataupun pariwisata, 
maka hal itu diharapkannya dapat direalisasikan iapun menegaskan akan tetap 
mengedepankan kepentingan nasional dalam pengembangan Kawasan Ekonomi 
Khsusu yaitu Pulau Batam, Bintan dan Karimun. Artinya, Indonesia harus 




Kawasan ekonomi khusus merupakan suatu kerangka kerjasama 
Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura dimana penerapannya adalah 
untuk wilayah Batam, Bintan dan Karimun.
3
 Bentuk kerjasama tersebut telah 
                                                 
1
CNN Indonesia, Indonesia Singapura Tandatangani MoU E-
government(http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150728193356-20-68687/indonesia-
singapura-tandatangani-mou-e-government/) di akses pada 25 Juli 2016 
2
CNN Indonesia, Jokowi Bakal Tanya Minat Singapura soal Batam  
(http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150728094359-20-68518/jokowi-bakal-tanya-minat-
singapura-soal-batam/) diakses pada 25 Juli 2016 
3
Dikutip melalui (http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2006/04/11/393.html) diakses pada 
tanggal 28 Juli 2016 
6 
 
dituangkan dalam draft kerjasama antara Indonesia dan Singapura dimana pada 
tanggal 25 Juni 2006 Presiden RI –Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana 
Menteri Singapura – Lee Hsien Loong menyaksikan penandatanganan MoU 
(Memorandum of Understanding) kawasan ekonomi khusus untuk wilayah BBK.
4
 
Persetujuan KEK tersebut ditandatangani oleh Menko Perekonomian – 
Boediono dan Menteri Perdagangan & Perindustrian Singapura – Lim Hing Kiang 
yang berlangsung di Nongsa Point Marina Batam. Untuk merealisasikan 
kesepakatan kerjasama tersebut, maka dibentuk tim perumus Joint Steering 
Committee yang diketuai Menko Perekonomian RI Boediono dan Menteri 
Ekonomi Singapura Lim Hing Kiang. Sedangkan pelaksanaan kawasan ekonomi 
khusus itu sendiri dilakukan oleh Joint Working Committee yang diketuai Menteri 
Perdagangan RI – Maria Elka Pangestu dan Ketua Pengembangan Ekonomi 
Singapura Mr. Lim Siong Guan. Dalam tenggat waktu 4 (empat) bulan tim 
tersebut harus sudah menginventarisir masalah yang dihadapi para pengusahadari 
2 (dua) negara dan hasilnya dilaporkan kepada Presiden RI dan PM Singapura.
5
 
Terkait dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Kota Batam, 
Bintan dan Tanjung Balai Karimun, maka mulai tanggal 25 Juli 2006 
diberlakukan pelayanan One Stop Service (OSS) yang bertempat di Gedung 
Promosi Sumatera Batam Center. Pelayanan ini berkaitan dengan izin-izin dari 
Otorita Batam dan Dispenda. Adapun izin usaha dari Otorita Batam antara lain: 
persetujuan perizinan PMA dan PMDN, perizinan fatua planologi, pengurusan 
                                                 
4
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Komite Pengarah 
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Pulau Bintan Dan Pulau Karimun 
5
Lenny. Free Trade Zone (Batam Bintan Karimun) (http//www.kompasiana.com) diakses pada 
tanggal 28 Juli 2016 
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Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin), pengurusan izin pematangan lahan 
dan rekomendasi TKA (Tenaga Kerja Asing). Sementara pelayanan perizinan dari 
Pemko Batam melibatkan pelayanan perizinan dari 9 dinas teknis dan 3 badan 
yang ada. Didirikannya Kawasan Ekonomi Khusus antara lain bertujuan untuk: 
1) Meningkatkan investasi, 
2) Menyerap tenaga kerja, 
3) Menerima devisa sebagai hasil peningkatan ekspor, 
4) Meningkatkan kualitas produk ekspor sehingga dapat berkompetisi dengan 
produk asing, 
5) Meningkatkan sumber daya lokal, pelayanan, serta modal guna 
meningkatkan ekspor, dan 
6) Meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui alih teknologi. 
Berdasarkan uraian diatas, maka sangatlah penting untuk diadakan sebuah 
penelitian untuk melihat seperti apa Kerjasama Indonesia dan Singapura dalam 
Pengelolaan Wilayah Perbatasan Ekonomi Khusus. Dalam uraian tersebut juga 
peneliti akan memfokuskan pembahasan Pengelolaan Wilayah Perbatasan 
Ekonomi Khusus yaitu Pulau Batam, Bintan dan Karimun. Melalui penelitian ini 
pula, nantinya akan menguraikan dengan jelas kerjasama pengelolaan pulau 
Batam, Bintan dan Karimun tersebut sehingga pembaca dapat dengan mudah 






B. Batasan dan Rumusan Masalah 
Penelitian berkaitan Indonesia Singapura memiliki jangkauan yang sangat 
luas baik dari aspek politik, ekonomi, pemerintahan, budaya maupun pertahanan 
dan keamanan. Skripsi ini memfokuskan pada konteks kerjasama politik dan 
ekonomi adapun objek yang di bahas lebih menekankan pada kerjasama 
pengelolaan wilayah perbatasan ekonomi khusus. Secara lebih spesifik/fokus lagi 
pengelolaan perbatasan yang di maksudkan terutama yang berkaitan kerjasama 
dua negara dalam pengelolaan pulau Batam, Bintan dan Karimun. 
Sedangkan rumusan masalah yang akan di jawab dalam penelitian ini 
sebagai berikut: 
1.Bagaimana kepentingan Indonesia dan Singapura dalam kerjasama 
pengelolaan wilayah perbatasan ekonomi khusus? 
2.Bagaimana prospek dalam kerjasama Pemerintah Indonesia dan 
Singapura dalam pengelolaan wilayah perbatasan ekonomi khusus? 
 
C. Tujuan penelitian 
1. Untuk mengetahui kepentingan pemerintah Indonesia dan Singapura 
dalam kerjasama pengelolaan wilayah perbatasan ekonomi khusus. 
2. Untuk mengetahui prospek dalam kerjasama Pemerintah Indonesia dan 






D. Kegunaan penelitian: 
a. Diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap bentuk kerjasama 
yang dijalankan oleh Indonesia dan Singapura dalam pengelolaan 
wilayah perbatasan ekonomi khusus. 
b. Diharapkan dapat memberikan informasi terhadap penyelenggaraan 
pengelolaan wilayah perbatasan ekonomi khusus antara dua negara 
tetangga Indonesia dan Singapura. 
 
E. Kerangka Konseptual 
Kerjasama Internasional  
Pada dasarnya semua negara di dunia ini tidak ada yang dapat berdiri 
sendiri dan memenuhi kebutuhannya sendiri, terutama untuk memenuhi kemajuan 
dan perkembangan pembangunan dalam negerinya. Setiap negara membutuhkan 
kerjasama dengan negara karena adanya kondisi salaing ketergantugan sesuai 
dengan kebutuhan negara masing-masing. Perkembngan situasi hubungan 
internasional ditandai oleh adanya kerjasama internasional dan berkembangannya 
berbagai aspek yang menjadi objek kerangka yang dikerjasamakan antara lain 
berkaian masalah perbatasan dan kesejahetraan di antara negara pelaku kerjasama 
itu sendiri. 
Proses kerjasama terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah 
nasional, regional atau global yang muncul dan memerlukan perhatian dari lebih 
satu negara. Masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang 
10 
 
membawa usul penanggulangan masalah, melakukan tawar-menawar, atau 
mendiskusikan suatu masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk 
membenarkan suatu usul atau yang lainnya dan mengakhiri perundingan dengan 
suatu perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua pihak.
6
 
Menurut K.J Holsti kerja sama dapat didefenisikan sebagai berikut: 
a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling 
bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan, atau dipenuhi 
oleh semua pihak sekaligus. 
b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang 
diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai 
kepentingan dan nilai-nilainya 
c. Persetujuan atau masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam 
rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan 
d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang 
dilakukan untuk melaksanakan persetujuan 
e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.7 
Selanjutnya, Robert Keohane dan Joseph Nye berpendapat bahwa 
hubungan antar negara Barat dicorakkan oleh complex interdependence. Ketika 
terdapat derajat interdepedensi yang tinggi, negara-negara akan membentuk 
institusi-institusi memajukan kerjasama  lintas batas-batas internasional dengan 
menyediakan informasi dan mengurangi biaya. Institusi-institusi itu dapat berupa 
organisasi internasional formal atau dapat berupa serangkaian persetujuan yang 
                                                 
6
K.J. Holsti, “Politik Internasional: Kerangka Analisa”, Jakarta:Erlangga, 1993, hal. 652-653 
7
Ibid, hal. 652-653 
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agak formal yang menghadapi aktivitas-aktivitas atau isu-isu bersama.
8
Sebagai 
mana pula dikemukakan Koesnadi Kartasasmita bahwa kerjasama Internasional 
merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan 
bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.
9
 
Secara ringkas kerjasama internasinal dapat dipahami sebagai serangkaian 
hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan namun di sisi lain 
juga disahkan secara hukum. Aktor negara membangun hubungan kerjasama 
melalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional, yang didefinisikan 
sebagai seperangkat aturan yang disetujui, regulasi, norma, dan prosedur 
pengambilan keputusan, dimana harapan para aktor dan kepentingan negara 
bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional.  
Kerjasama Internasional terdiri dari tiga bagian yaitu ; 
1. Kerjasama Bilateral: Perjanjian yang dilakukan oleh dua negara saja 
dan bersifat Treaty Contract. 
2. Kerjasama Regional: Perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara 
yang terdapat dalam satu kawasan, bersifat LawMaking Treaty terbatas 
dan Treaty Contract.  
                                                 
8
Robert Jackson dan Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional, Yogjakarta: 
Pustaka \ 
Pelajar, 2005. hal. 652-653 
9
Koesnadi Kartasasmita, Administrasi Internasional, Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu 
Administrasi Bandung, 1997, hal. 19. 
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3. Kerjasama Multilateral: Perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara 
tanpa dibatasi oleh suatu region tertentu, bersifat internasional dengan 
bersifat Law Making Treaty.
10
 
Berdasarkan ketiga kategori bentuk kerjasama yang dikemukakan di atasa, 
dalam penelitian ini, teori kerjasama internasional yang akan digunakan adalah 
kerjasama bilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara saja. Adapun 
dua negara dimaksud yang menjalin kerjasama bilateral sebagai objek 
pembahasan adalah  Indonesia dan Singapura, khususnya dalam kerjasama dalam 
pengelolaan wilayah perbatasan oleh kedua negara sebagai negara yang 
bertetangga. 
Berkaitan konsep hubungan bilateral, Didi Krisna dalam kamus politik 
internasionalnya mengatakan bahwa ; “Hubungan bilateral adalah keadaan yang 
menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi 
hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua Negara”.11Sesuai dengan 
tujuannya, kerjasama internasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
bersama. Karena hubungan kerjasama internasional dapat mempercepat proses 
peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah di antara dua atau lebih 
negara tersebut. 
Pernyataan ini mengandung arti bahwa hubungan bilateral merupakan 
hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara dua Negara. Dalam hal ini 
                                                 
10
James E. Dougzgrherty & Robert L. Pfaltzgraff, Contending Theories. New York: Happer an 
Row  
  Publisher, 1997. hal. 418-419. 
11
Didi Krisna. 1993. Kamus Politik Internasional, Jakarta : Grasindo,  hal. 18 
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hubungan tersebut terjadi antara Indonesia dan Singapura dalam pengelolaan 
wilayah perbatsan. 
Penggambaran tentang hubungan bilateral antara dua negara tidak terlepas 
dari kepentingan nasional masing-masing. Hubungan kerjasama antara kedua 
Negara tidak tergantung pada Negara yang dekat saja melainkan juga Negara yang 
secara geografis letaknya agak jauh. Dengan adanya tujuan-tujuan tertentu untuk 
menciptakan perdamaian dan membangun kesejahteraan, maka dalam hal ini 
memperhatikan kerjasama politik, sosial, kebudayaan dan struktur ekonomi 
sehingga menghasilkan suatu hubungan yang lebih harmonis di antara kedua 
Negara. 
Hubungan bilateral dalam hubungan internasional selalu berada dalam dua 
konteks, yaitu kerjasama dan konflik. Kedua konteks hubungan internasional ini 
berubah dari waktu ke waktu  sesuai dengan dinamika hubungan internasional itu 
sendiri. Pola interaksi hubungan bilateral dalam konteks kerjasama diidentifikasi 
dengan bentuk kerjasama bilateral.  
Kerjasama bilateral dapat pula di artikan dengan adanya kepentingan yang 
mendasari kesepakatan antara dua Negara untuk berinteraksi dalam suatu bidang 
tertentu dengan cara dan tujuan yang telah di sepakati bersama. Dalam kerangka 
pemahaman Holsti dijelaskan bahwa terbentuknya suatu kerjasama berdasar pada 
kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian 
yang diusulkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti-bukti teknis untuk 
menyetujui satu penyelesaian atau lainnya dan mengakhiri perundingan dengan 
14 
 




Dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki 
tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah 
kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan Negara tersebut. Tujuan-tujuan 
tersebut memiliki kaitan dengan kepentingan nasional Negara tersebut. Sebab atas 
dasar kepentingan nasional tersebut, sebuah Negara akan merumuskan sebuah 
kebijakan. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang 
dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu Negara dalam menghadapi Negara 
lain atau unit politik internasional lainnya yang dikendalikan untuk mencapai 




Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional (National 
Interest) adalah tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan yang 
memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. 
Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan 
unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara, kemerdekaan, keutuhan 
wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.
14
 
Konsep kepentingan nasional menurut Morgenthau adalah pada dasarnya 
kepentingan nasional terdiri dari dua elemen yaitu : 
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K. J. Holsti. 1998. Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis , Erlangga, Jakarta, hal. 209 
13
 T. May Rudy. 2002.  Study Strategis : Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang  
Dingin, Refika Aditama, hal. 27  
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“Elemen yang pertama didasarkan pada pemenuhan kebutuhan sendiri, dan 
yang kedua mempertimbangkan berbagai kondisi lingkungan strategis di 
sekitarnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan sendiri, dapat diperoleh 
dengan cara melindungi kelangsungan hidup bangsa dalam mempertahankan 
kedaulatan integrasi wilayah nasional, sistem politik, dan identitas budaya 
dari ancaman bangsa lain. Adapun pertimbangan adanya berbagai kondisi 
lingkungan strategis adalah demi menjalankan kebijakan politik luar negeri 
melalui upaya diplomasi demi tercapainya perdamaian dunia.”15 
Menurut Mohtar Mas‟oed dalam uraiannya dikemukakan bahwa 
kepentingan nasional menurut Hans Morgenthau adalah : penggunaan kekuasaan 
secara bijaksana untuk menjaga berbagai kepentingan yang dianggap paling vital 
bagi kelestarian negara. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat 
umum tetapi merupakan unsur kebutuhan yang sangat vital bagi negara yaitu 
mencakup kepentingan kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, 
keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.
16
 
Sementara Charles W. Kegley dan Eugene R. Wittkopf menyatakan bahwa 
tujuan dari sebuah negara dalam rangka mencapai kepentingan nasional adalah: 
“The State should promote the internal welfare of its citizens, provide for 
defenseagainst external aggression, and preserve the state’s values and way 
of life. … No country can long af ord to pursue its own welfare in ways that 
reduce the security and welfare of its competitor.”17 
Kutipan yang dikemukakan diatas menyebutkan bahwa sudah seharusnya 
negara mensejahterakan masyarakat sipilnya dengan berbagai fasilitas yang di 
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Hans J. Morgenthau, “Another “Great Debate”: The National Interest of the United States,”in  




Hans J. Morgenthau, Politics Amoung Nations, dalam bukunya Mochtar Mas’oed, Ilmu 
Hubungan  
Internasional Disiplin dan Metodologi, (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1994), hal. 18. 
17
Charles J. Kegley and Eugene R. Wittkopf, WorldTrend and Transformation Politics, 8thed  
(Boston: Bedford/St. Martin‟s, 2001), hal. 653 – 654. 
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sediakan oleh pemerintah. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut maka suatu 
negara harus menjalankan suatua kerjasama internasional untuk mencapai 
kepentingan nasional (kesejahteraan) di berbagai bidang, termasuk dalam konteks 
pengelolaan wilayah perbatasan. 
Sementara itu, di dalam teori ekonomi politik Internasional berdasarkan 
paradigma Realis-merkantilis,
18
 dikemukakan suatu asumsi bahwa kehidupan 
internasional adalah konfliktual dengan power sebagai wasit utama dari politik. 
Selain itu distribusi sumber-sumber power nasional menentukan pola hubungan 
antara negara yang saing bersaing dalam system Inter-state yang anarki.
19
 
Paradigma ini menempatkan negara sebagai unit analisa primer yang diasumsikan 
merefleksikan kesatuan kepentingan dari setiap anggota masyarakat di negara itu. 
Menurut perspektif ini, sistem internasional negara-bangsa senantiasa berada di 
tepi anarki dan kepentingan negara yang satu dengan yang lainnya bersifat 




Dalam fokusnya pada negara-bangsa, perspektif Realis-merkantilis ini 
berasumsi bahwa kepentingan nasional itu ada dan dapat didefinisikan.
21
 Untuk 
mendefinisikan kepentingan nasional suatu negara, beberapa kriteria dapat 
digunakan seperti, 1) kriteria ekonomi: berbagai kebijakan ekonomi untuk 
meningkatkan posisi ekonomi negara dianggap sebagai kepentingan nasional. 
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David Balaam dan Michael Vesseth, Introduction to International Politic Economy, New Jersey:  
Prentice Hall 1996, hal. 30-31 
19
Stephen Gill dan David Law, Perspective, Problems and Policies, Baltimore: The John Hopkins 
University Press, 1998, hal. 26 
20
David Balaam, Opcit, hal. 30 
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Ibid, hal. 27 
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Misalnya, memperbaiki neraca perdagangan, memperkuat basis industry, 
menjamin akses terhadap minyak, gas dan energi lain; 2) kriteria ideologi: 
mempengaruhi negara untuk mengadopsi cara-cara tertentu untuk melihat dunia 
dan melihat kepentingan nasionalnya; 3) akumulasi power: melalui peningkatan 
kekuatan ekonomi, promosi ideologi, meningkatkan kapabilitas militer; 4) 
keamanan militer: pada intinya, kepentingan suatu negara ada pada upaya untuk 




Kepentingan nasional sebagai sebuah hal yang nyata dimiliki oleh setiap 
Negara dalam berbagai prilakunya dalam hubungan antar bangsa, meskipun dalam 
implementasinya setiap Negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda yang 
di dasarkan oleh berbagai faktor yang membentuk Negara itu baik secara historis, 
politis, ekonomis dan geografis. Dengan mengasumsikan bahwa kepentingan 
negara-negara bersifat konfliktual, perspektif realis-merkantilisme melihat 
kepentingan negara adalah sebisa mungkin memenuhi kebutuhannya sendiri (self-
sufficient), salah satunya dalam hal ekonomi.
23
 Akan tetapi hal tersebut (self-
sufficient) sulit untuk dicapai dalam kondisi sistem internasional yang semakin 
interdependen secara ekonomi. Oleh karena itu strategi yang harus dilakukan oleh 
negara adalah bagaimana memanfaatkan kondisi interdependensi tersebut. 
Berdasarkan uraian yang di kemukakan di atas, kerangka konsep yang 
digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pendekatan kerjasama dalam 
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Daniel S. Papp, Contemporary International Relations: Framework for Understanding, US: 
Macmilan College, 1994, hal. 46 
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Stephen Gill dan David Law, Op. Cit, hal. 27 
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konteks interdependensi, dengan tidak mengabaikan kemungkinan konteks yang 
bersifat konfliktual. Dalam hal ini konsep tersebut menjadi acuan untuk 
menjelaskan kepentingan nasional baik dari sisi pandang Indonesia maupun sisi 
pandang Singapura dalam kerangka kerjasama kedua negara dalam pengelolaan 
perbatasan guna dapat memajukan Pembangunan Nasional khususnya 
kesejahteraan kedua negara itu sendiri. 
Kawasan/Wilayah Perbatasan 
Kawasan perbatasan merupakan wilayah yang secara geografis berbatasan 
langsung dengan negara tetangga dengan fungsi utama mempertahankan 
kedaulatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Wilayah yang dimaksud adalah 
bagian wilayah provinsi, kabupaten atau kota yang langsung bersinggungan 




Definisi Kawasan Perbatasan. Negara Menurut UU No.26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang: 
a. Merupakan kawasan strategis yang dilihat dari sudut kepentingan dan 
pertahanan dan keamanan. 
b. Termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional yaitu wilayah yang 
penataan ruangnya di prioritaskan karna mempunyai pengaruh sangat 
penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan 
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keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, 
termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. 
Sedangkan yang dimaksud Wilayah Perbatasan Negara adalah suatu 
wilayah negara yang mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah 
kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keuutuhan 
wilayah. Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses 
historis, politik, hukum nasional dan internasional. Dalam konstitusi suatu negara 
sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah. Wilayah perbatasan negara 
dapat ditemukan di wilayah daratan, perairan dan ruang udara.
25
 
Pembahasan dalam penelitian ini terkait yang menjadi bagian dari 
permasalahan perbatasan di satu sisi adalah memberikan perhatian pada 
pengelolaan kawasan perbatasan laut, mengingat posisi dan kondisi kawasan yang 
berada di wilayah perbatasan darat antara Indonesia dengan negara tetangga yang 
secara jelas menunjukkan perbedaan baik fasilitas atau infrastruktur maupun 
kesenjangan lainnya seperti keamanan, lingkungan, lintas batas dan kegiatan 
sosial kemasyarakatan lainnya. Sedangkan, disisi lain juga memberikan perhatian 
terhadap kondisi perbatasan antar pulau yang juga menjadi faktor tidak kala 
pentingnya yang diprioritaskan seperti pertahanan/keamanan dan lingkungan, 
meskipun tidak seluas dan sekompleks permasalahan pengelolaan kerjasama 
kedua negara di perbatasan darat. 
F. Metode Penelitian 
1. Tipe Penelitian 
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. 
Analisis deskritif digunakan untuk menggambarkan bagaimana gambaran bentuk 
kerjasama Indonesia dengan Singapura dalam pengelolaan wilayah perbatasan, 
beserta hambatan dan prospek dalam pengelolaan oleh kedua negara tersebut. 
2. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah telaah 
pustaka (library research) yaitu dengan cara pengumpulan data dengan menelaah 
sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
3. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah pengambilan data sekunder 
yang diperoleh dari berbagai literatur baik berupa buku, jurnal, dokumen, majalah, 
surat kabar, internet, maupun buletin yang erat hubungannya dengan masalah 
yang diteliti. 
4. Analisis Data 
Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif berupa studi kasus 
artinya penulis berusaha menampilkan beberapa fakta yang terjadi dari beberapa 
sumber yang menggambarkan bentuk kerjasama Indonesia dan Singapura dalam 
pengelolaan wilayah perbatasan melalui data yang ada serta mencari kaitan 
keduanya melalui analisis terhadap fakta dan data yang tersedia. 
5. Teknik Penulisan 
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Metode teknik penulisan yang disajikan penulis adalah deduktif, dimana 
paragraf yang tersaji didahului dengan gambaran secara umum atau ide pokok 

















Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu 
negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan 
batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan 
keutuhan wilayah. Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh 
proses historis, politik, hokum nasional dan internasional. Dalam konstitusi suatu 
negara sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah. Menurut Riswanto 
Tirtosudarmo
26
, perbatasan negara atau state’s border dikenal bersamaan dengan 
lahirnya negara. Perbatasan adalah sebuah ruang geografis yang sejak semula 
merupakan wilayah perebutan kekuasaan antar negara, terutama ditandai oleh 
adanya pertarungan untuk memperluas batas-batas antar negara. 
A. Tinjauan Umum Perbatasan Negara 
Wilayah merupakan unsure negara dengan syarat bahwa kekuasaan negara 
yang bersangkutan harus secara efektif diseluruh wilayah negara yang 
bersangkutan. Hal ini berarti didalam wilayah tersebut tidak boleh ada kekuasaan 
lain selain kekuasaan negara yang bersangkutan. Batas wilayah suatu negara 
ditentukan melalui perjanjian dengan negara-negara lain. Dalam traktat yang 
diadakan pada tahun 1919 di Paris ditetapkan bahwa udara diatas tanah suatu 
negara termasuk wilayah negara itu.
27
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Perbatasan Darat  
Perbatasan darat adalah tempat kedudukan titik-titik atau garis-garis batas 
yang memisahkan daratan atau bagiannya ke dalam dua atau lebih wilayah 
kekuasaan yang berbeda. Perbatasan mempunyai sifat ganda, artinya bahwa garis 
batas tersebut mengikat kedua belah pihak pada sebelah menyebelah perbatasan 
tersebut. Jadi apabila terjadi perubahan pada suatu pihak, akan menimbulkan 
perubahan pada pihak lain, demikian pula hak-haknya (Hak 
bersama/Rescommunis). Pada umumnya tindakan sepihak atas perbatasan tidak 
dapat dilakukan, kecuali dalam hal-hal tertentu. Karena wilayah kekuasaan yang 
dimaksud adalah dua wilayah kekuasaan negara yang berbeda maka pengertian 
perbatasan ini tidak akan meliputi perbatasan yang memisahkan wilayah-wilayah 
dengan subjek hukum orang atau badan hukum dan juga tidak termasuk 
perbatasan yang memisahkan wilayah-wilayah. Unsur terpenting dari perbatasan 
adalah tempat kedudukan dari perbatasan tersebut, yaitu harus jelas, tegas dan 
dapat diukur. Keraguan-raguan terhadap letak sebenarnya dari perbatasan yang 
mungkin disebabkan oleh tidak jelasnya atau tidak tegasnya perjanjian yang 
merumuskan perbatasan tersebut akan mengundang berbagai masalah dan 
sengketa. 
Perbatasan negara itu ada yang sudah jelas dan tegas, namun tidak dapat 
dilihat dengan nyata, misalnya perbatasan darat yang berupa aliran sungai atau 
perbatasan darat itu memotong sebuah danau. Tidak dapat dilihatnya perbatasan 
secara fisik, akan memudahkan munculnya sengketa antara kedua belah pihak di 
dalam mempergunakan sungai atau danau tersebut. Tidak dapat diukurnya suatu 
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perbatasan juga akan menimbulkan permasalahan yang sama. Pada beberapa 
kasus, sebagai akibat dari tidak stabilnya pantai, maka baik perbatasan darat 
maupun perbatasan laut di sekitar pantai sulit ditetapkan. Secara umum 
diperbatasan negara terdapat dua dimensi, dalam arti bahwa yang dibatasi bukan 
hanya keadaan topografi di atas permukaan tetapi perbatasan itu sendiri juga 
membagi tanah dan kerak bumi dibawahnya serta ruang udara di atasnya. Karena 
perbatasan banyak menimbulkan persoalan-persoalan administrative antara kedua 
negara, maka pada umumnya bagian perbatasan di permukaan tanah diberi lagi 
jalur-jalur perbatasan yang lain (zona) pada sebelah menyebelah perbatasan yang 
mempunyai jarak tertentu dari perbatasan sesungguhnya. 
Zona ini disebut juga dengan Free Zone, atau Safety Zone, Demilitarry 
Zone, no man’s land dan seterusnya, yang masing-masing istilah sesuai dengan 
tekanan fungsinya. Akan tetapi dengan adanya zona bebas ini tidak berarti bahwa 
kedudukan perbatasan yang sebenarnya itu berubah. Pengertian “no man’s land 
tidak berarti bahwa tidak ada pemiliknya, tetapi berarti bahwa kawasan tersebut 
harus dibebaskan dari hak-hak perdata.
28
 Di daerah itu tidak diperbolehkan 
terdapat perkebunan, pertanian, rumah dan seterusnya. Lebar zona-zona tersebut 
bervariasi ada yang 9 mil, 10 mil, bahkan sampai 20 mil, dan ditetapkan 
berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Untuk menentukan batas 
negara dapat dibedakan menjadi dua, yakni secara alamiah dan artificial (buatan). 
Penetapan batas secara alamiah dilakukan dengan mengikuti kontur alam di 
daerah perbatasan, seperti misalnya aliran sungai dan pengunungan. Sedangkan 
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penetapan secara artificial dapat dilakukan dengan mendirikan atau membangun 
pagar pemisah/patok batas negara di sepanjang titik-titik perbatasan yang 
disepakati oleh negara-negara yang berbatasan. 
Perbatasan Laut 
Sama halnya dengan perbatasan darat, perbatasan laut merupakan tempat 
kedudukan titik-titik koordinat atau garis-garis batas yang memisahkan perairan 
(laut) ke dalam dua atau lebih wilayah kekuasaan yang berbeda. Batas wilayah 
laut territorial suatu negara sudah diatur melalui pranata-pranata hukum laut yang 
telah disepakati secara internasional, seperti perairan pedalaman, perairan 
kepulauan, laut territorial, zona tambahan, zona ekonomi ekslusif dan landas 
kontinen. Ketentuan hukum tersebut diperoleh berdasarkan konvensi-konvensi 
mengenai hukum laut yang dilakukan secara internasional. Sebagaimana pada 
United Nations Convetion the Law of the Sea 1982 kemudian dapat juga disebut 
Konvensi Hukum Laut 1982. Meskipun tidak semua negara menghadiri konvensi-
konvensi tersebut, banyak negara di dunia yang dapat menerima hasilnya dan 
menjadikannya sebagai pedoman dalam menentukan batas wilayah lautnya. 
Perundingan batas laut antara suatu negara dengan negara lain baru 
dilakukan apabila laut yang memisahkan antara dua atau lebih negara tersebut 
saling berimpit atau bersinggungan, dengan berpedoman pada pranata-pranata 
hukum laut seperti yang telah disebutkan di atas. Hasil perundingan yang berupa 
kesepakatan batas wilayah laut (biasanya disertai dengan penjelasan titik-titik 
koordinat) tersebut kemudian didepositkan ke PBB untuk kemudian dilaksanakan 
dengan sebaik-baiknya oleh negara-negara yang menyepakati. Apabila 
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perundingan antara kedua negara menemui jalan buntu, negara-negara tersebut 
dapat menyerahkan perselisihan batas wilayahnya ke Mahkamah Internasional 
yang bermarkas di Den Haag. 
Perbatasan Udara 
Ruang udara yang merupakan bagian wilayah negara adalah ruang udara 
yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan di atas wilayah perairan. 
Batas wilayah udara suatu negara terletak di batas terluar dari laut teritorialnya. 
Dengan demikian mencakup udara di atas wilayah daratan, perairan pedalaman, 
peraiaran kepulauan, dan laut territorial. Sedangkan mengenai batas luar dari 
ruang udara yang merupakan bagian dari wilayah negara, hingga saat ini belum 
ada kesepakatan secara internasional. Berbagai teori untuk menjawab 
permasalahan batas maupun luasnya kedaulatan negara di udara pernah 
bermunculan, namun masing-masing teori tersebut memiliki kelemahan. Di antara 
teori-teori tersebut, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua 
kelompok besar, yaitu mereka yang berpendapat bahwa udara memiliki sifat yang 
bebas (penganut teori udara bebas/”The Air Freedom Theory”) dan mereka yang 
berpendapat bahwa negara memiliki kedaulatan terhadap ruang udara di atas 
wilayah negaranya (The Air Sovereignty Theory). 
Adapun menurut O.J. Martinez sebagaimana dikutip Riswanto 
Tirtosudarmo mengkategorikan ada empat tipe perbatasan:
29
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a. Alienited borderland : suatu kawasan perbatasan yang tidak terjadi aktifitas 
lintas batas, sebagai akibat bercamuknya perang, konflik, dominasi 
nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan 
kebudayaan dan persaingan etnik 
b. Coexistent borderland : suatu kawasan perbatasan dimana konflik lintas batas 
bisa ditekan sampai ke tingkat yang bisa dikendalikan meskipun masih 
muncul persoalan yang terselesaikan misalnya yang berkaitan dengan masalah 
kepemilikan sumberdaya strategis di perbatasan. 
c. Interdependent borderland : suatu kawasan perbatasan yang di kedua sisinya 
secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relative stabil. 
Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan, juga di kedua negara terlibat 
dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan 
kurang lebih dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu pihak mempunyai 
fasilitas produksi sementara yang lain memiliki tenaga kerja yang murah. 
d. Integrated borderland : suatu kawasan perbatasan yang kegiatan ekonominya 
merupakan sebuat kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara 
dan keduanya tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat. 
 
B. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara, khususnya 
Indonesia 
Pengelolaan wilayah secara umum merupakan salah satu upaya dalam 
penyelenggaraan desentralisasi yang berorientasi pada pemecahan masalah 
ketertinggalan dan ketimpangan antar wilayah dalam tingkat kesejahteraan dan 
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pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pembangunan yang terpusat telah berdampak 
terhadap kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya local dan kemandirian 
pemerintah daerah. Pada era otonomi daerah, dimana setiap daerah dituntut untuk 
dapat mengelola dan mampu mendayagunakan sumber daya yang ada secara 
mandiri, maka kawasan perbatasan yang mempunyai potensi sangat besar dapat 
dijadikan aset untuk pembangunan daerah. Di samping itu kawasan ini akan 
memberikan peluang bagi peningkatan produksi yang selanjutnya akan 
menimbulkan berbagai efek pengganda (multiplier effect) terhadap peningkatan 
kesejahteraan masyarakat setempat. 
Pengelolaan perbatasan di Indonesia memang tidak dapat dengan cara 
mencontoh secara mentah-mentah dari keberadaan lembaga pengelola perbatasan 
negara lain, namun contoh dari yang ideal juga bisa dijadikan referensi, seperti di 
Amerika Serikat, ataupun dari negara-negara yang melakukan reformasi di bidang 
manajemen perbatasan, terutama dari negara-negara post-authoritarian yang 
sebelumnya mengedepankan pendekatan militeristik seperti Hungaria atau Rusia. 
Salah satu contoh menarik adalah apa yang dilakukan oleh Rusia dalam mengatur 
mekanisme pengelolaan perbatasannya. 
Hal yang melatar belakangi pentingnya pengelolaan perbatasan negara 
didasari oleh beberapa isu yaitu:
30
 Pertama, tantangan dari masyarakat yang 
tinggal di daerah perbatasan. Permasalahan ini muncul apabila ada keinginan 
untuk menginfiltrasi negara lain karena urusan politik dan ekonomi. Kedua, 
daerah perbatasan merupakan tempat untuk mengadu nasib (land of opportunity) 
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bagi para pendatang baik legal maupun ilegal, seperti yang terjadi di perbatasan 
Indonesia-Malaysia, serta Thailand-Malaysia. Hal ini disebabkan juga oleh alasan 
politik, ekonomi, hubungan kekerabatan, dan keamanan. Ketiga, daerah 
perbatasan merupakan daerah pembelahan kebudayaan (cultural cleavage) dimana 
suatu komunitas yang berasal dari kebudayaan yang sama tetapi karena kebijakan 
politik antar negara akhirnya terbagi menjadi dua entitas, misalnya antara Dayak 
di Sarawak dan Dayak di Kalimantan Barat. Keempat, daerah perbatasan 
merupakan daerah persaingan untuk menduduki wilayah-wilayah yang baru di 
buka (pioneership). Kelima, daerah perbatasan menyimpan persoalan konflik 
antar kelompok antar kelompok di dalam wilayah negara atau antar warga dari 
dua negara lain karena disparatis kebudayaan (cultural disparity). Keenam, daerah 
perbatasan adalah lahan yang tepat untuk penyelundupan barang (smuggling) dan 
penyelundupan manusia (human trafficking) yang dapat merugikan negara dalam 
jumlah besar. 
Kapasitas negara yang rendah dan terbatas dalam mengelola dan 
melindungi setiap perbatasan negara akan memberikan dampak nyata baik itu 
secara internal maupun secara eksternal.
31
 Kompleksitas permasalahan perbatasan 
tidak hanya akan mendorong konflik/perang intra-negara tetapi juga dapat 
memicu konflik/perang antar negara. Hal ini pada dasarnya terkait dengan fakta 
bahwa isu perbatasan secara erat terkait dengan prinsip integritas nasional dan 
prinsip kedaulatan. Secara tradisional, setiap negara-bangsa akan siap untuk 
melakukan apapun, termasuk perang untuk mempertahankan kedaulatanya. 
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Untuk mengoptimalisasi pengelolaan semua kawasan perbatasan negara 
dengan segenap kemampuan yang dimiliki Indonesia saat ini dengan kawasan 
perbatasan Indonesia yang berdampigan dengan memiliki 10 negara lain baik 
dengan perbatasan darat maupu laut. Indonesia berbatasan langsung di daratan 
dengan tiga negara, yaitu Malaysia di Kalimantan, Papua Nugini di Papua, dan 
Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. Di laut, Indonesia berbatasan dengan 
sepuluh negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, 
Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste.
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Secara Tradisional, hubungan internasional memfokuskan perhatiannya 
pada studi mengenai pola hubungan antar negara-bangsa. Aspek territorial dari 
negara-bangsa kemudian akan menentukan kedaulatannya, kekuasaan, bahkan 
keamanan. Oleh karena itu, perbatasan nasional akan memainkan sebuah peran 
signifikan dalam menentukan eksistensi dari sebuah negara-bangsa. 
Upaya suatu negara untuk melindungi dan mengontrol teritorialnya secara 
efektif dari segala kemungkinan ancaman militer eksternal, setiap negara-bangsa 
akan membutuhkan kekuatan militer yang sesuai. Dengan kata lain, konsep 
keamanan di perbatasan akan memberikan konsekuensi terhadap kemampuan 
untuk pencegahan, kebutuhan untuk memiliki kekuatan militer dan dilema 




                                                 
32




INDONESIA DAN SINGAPURA 
DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN  
EKONOMI KHUSUS 
 
A. Perbatasan Negara Indonesia dan Singapura 
Penetapan garis-garis batas laut wilayah Indonesia dan Singapura di Selat 
Singapura mencapai titik terang dalam proses perundingan berakhir dengan 
penandatanganan naskah kesepakatan tanggal 10 Maret 2009. Setahun kemudian 
perundingan itu diratifikasi serta di perkuat dengan UU Nomor 4 Tahun 2010. Ini 
merupakan langkah maju mengingat sejak tahun 1973 perundingan yang di capai 
oleh kedua negara baru hanya mencapai 6 titik saja, dimana satu titik berjarak 1,8 
km, dan kemudian ditambah dengan kesepakatan atas garis perbatasan dengan 
tiga titik yang berjarak 6.5 mil laut. 
Kesepakatan itu masih menyisakan sisi barat sepanjang 11,3 mil dan sisi 
timur 28,7 mil. Untuk sisi barat masih dalam proses delimitasi antara pihak-pihak 
terkait dari kedua negara, sedangkan untuk sisi timur masih terkait erat dengan 
proses perundingan antara Singapura dan Malaysia. Sebagai dua negara tetangga 
yang berdekatan dan berjarak kurang dari 12 mil laut territorial, tentu dibutuhkan 
suatu mekanisme dan kesepakatan tersendiri untuk mendukung hubungan 
ekonomi, social, dan politik antar kedua negara dalam sehari-hari.  
Ketika berbicara masalah kedaulatan di ranah politik dan keamanan, makna 
dan eksistensi garis-garis perbatasan laut antar negara menjadi satu keharusan. 
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Negara kuat dan makmur seperti Singapura tidak abai terhadap masalah ini. 
Indonesia pun memiliki kepentingan yang serupa. 
 
A.1 Perbatasan Laut Indonesia Singapura 
Perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura merupakan kawasan yang 
paling sempit di antara perbatasan laut antara Indonesia dengan negara tetangga 
lainnya. Lebar Selat Singapura ini kira-kira hanya mencapai 16 km dan 
panjangnya diperkirakan 105 km. Selat ini terletak antara Pulau Singapura dan 
Kepulauan Riau yang menghubungkan Selat Malaka dan Laut China Selatan. 
Dengan demikian, Selat Singapura memiliki nilai strategis bagi jalur pelayaran 
lalu lintas di Selat Malaka dan Laut China Selatan. Arti strategis Selat Malaka 
bukan hanya untuk ketiga negara tepiannya, melainkan juga bagi negara-negara 
lain seperti Jepang, Korea Selatan, dan bahkan RRC. 
Setelah Indonesia menyelesaikan perbatasan landas kontinen dan laut 
territorial dengan Malaysia, Indonesia pun kemudian melanjutkan diplomasi 
territorial ini dengan Singapura. Pada akhirnya, Indonesia dan Singapura berhasil 
menandatangani pernjanjian bilateral kedua negara ini tentang penetapan garis 
batas laut di Selat Singapura yang dapat dilihat dalam gambar 3.1. Perjanjian 




Berdasarkan Undang-Undang No.7/1973 itu, garis batas laut antara 
Indonesia dan Singapura di Selat Singapura di tetapkan sebanyak enam titik 
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koordinat yang ditarik dari bagian Barat hingga Bagian Timur Selat Singapura. 
Keenam titik ini adalah: 
1. 103,40014,61BT; 01,10046,01LU 
2. 103,44026,51BT; 01,07049,31LU 
3. 103,48018,01BT; 01,10017,21LU 
4. 103,51035,41BT; 01,11045,51LU 
5. 103,52050,71BT; 01,12026,11LU 
6. 103,02000,01BT; 01,16010,21LU 
Gambar 3.1 Perbatasan Laut Teritorial Indonesia Singapura 
Berdasarkan perjanjian pada tahun 1973 ini, Indonesia dan Singapura ini 
bersepakat untuk berunding guna menetapkan garis batas laut antara Indonesia 
dan Singapura di sebelah Barat di dekat Tuas, Pulau Nipah sepanjang 12,1 km. 
Perundingan berlangsung sejak tahun 2005 dan berlangsung delapan kali, 
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sehingga kedua negara ini pun mencapai kesepakatan dengan ditandatanganinya 
perjanjian baru di Jakarta pada 10 Maret 2009 oleh kedua menteri luar negerinya. 
Dalam hal ini, Menteri Luar Negeri Indonesia, Hasan Wirajuda, dan Menteri Luar 
Negeri Singapura, George Yeo, bersepakat tentang batas wilayah laut Barat, yang 
di tarik sepanjang 12,1 km itu dari titik batas wilayah laut Timur sebelumnya 
sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 1973 yaitu pada titik 6. Dengan 
perjanjian yang terbaru ini, Pulau Nipah merupakan pulau yang terletak pada garis 
terdepan wilayah Indonesia di Selat Malaka. 
Perjanjian terbaru ini menambah empat titik garis batas laut antara 
Indonesia dan Singapura, setelah enam titik garis batas laut yang telah disepakati 
pada tahun 1973. Keempat titik ini adalah sebagai berikut: 
1. 1030 , 40114,62BT; 1010146,02LU 
2. 1030 , 39138,52BT; 1011117,42LU 
3. 1030 , 34120,42BT; 1011155,52LU 
4. 1030 , 34100,02BT; 1011143,82𝐿𝑈26  
Indonesia dan Singapura telah memiliki persetujuan tentang garis batas 
Laut Teritorial di Selat Singapura sebagaimana yang sudah di terangkan di atas, 
dimana di Indonesia di sahkan melalui UU No.7 Tahun 1973 tentang Perjanjian 
antara Republik Indonesia dan Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura, 
sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 3.2. dengan garis v-line berwarna biru. 
Kendati begitu masih ada dua sisi garis batas yang menjadi perhatian setelah 
tahun 1973. Pertama, garis perbatasan laut Indonesia-Singapura di sisi barat (1A, 
1B, dan 1C) dan sisi timur yang terdiri dari timur 1 (Batam-Changi) dan Timur 2 
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(Bintan-Pedra Branca, Middle Rock, South Ledge). Untuk garis batas di sisi barat, 
pada akhirnya, sudah dicapai kesepakatan yang ditandatangai oleh kedua belah 
pihak 10 Maret 2009, setelah empat tahun proses negosiasi sejak 2005, dan pada 
bulan Desember 2010 telah didepositkan ke PBB. Sementara untuk penentuan 
garis batas sisi timur 1 dan 2, sebagaimana di sampaikan dalam Gambar 3.2. 
belum dicapai kesepakatan mengingat penentuan sisi timur 1 akan tergantung 
pada upaya penyelesaian sisi timur 2 (garis berwarna merah) dimana ini terkait 




Namun, belum jelasnya perundingan di sisi timur 2 ini tidak menyurutkan 
perundingan pada sisi timur antara Indonesia dan Singapura. Diskusi secara teknis 
tahap 1 antara delegasi Indonesia dan delegasi Singapura sudah dimulai sejak 
tanggal 3-14 Juni 2011 yang berlangsung di Hotel Concorde, Singapura. Bagi 
kedua negara penetapan garis batas ini penting, khususnya bagi Singapura dengan 
luas wilayah yang amat terbatas. Apa yang disampaikan oleh pemimpin delegasi 
Singapura dalam diskusi itu menunjukkan kepentingan Singapura atas perbatasan 
ini yaitu: 
In 1973 our government negotiated and entered into an Agreement defining 
the boundary between the two countries in a large part of the Strait of 
Singapore. The agreed boundary stretched over a distance of more than 28 
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Gambar 3.2Wilayah Perbatasan Laut Indonesia - Singapura 
Keterangan: Garis batas laut di sisi barat (berwarna hijau) sudah selesai di 
tetapkan, demikian pula di sisi timur 1 (Batam-Changi) sedangkan di sisi timur 2 
(Bintan – Pedra Branca, Middle Rock, South Ledge) yang di tunjukkan dengan 
garis merah belum selesai, karena terkait dengan penentuan South Ledge yang 
masih dalam kondisi “status quo” antara Singapura dan Malaysia. 
A.2 Wilayah Perbatasan Batam, Bintan Karimun dan Potensi 
Dalam skala regional internasional Kawasan Strategi Nasional (KSN) 
Batam, Bintan, Karimun terletak pada jalur perlintasan pelayaran Internasional 
yang melayari Selat Malaka. Kawasan ini berhadapan langsung dengan negara 
tetangga Singapura dan Malaysia (Johor Selatan). Sedangkan dalam skala regional 
antar provinsi, berdekatan dengan Kota Pekanbaru dan dilewati Jalur PELNI. 
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KSN Batam, Bintan, Karimun secara Geografis Administratif berada di Provinsi 
Kepulauan Riau, dengan otonomi pemerintahan yang terlingkupi adalah Kota 
Batam, Kabupaten Bintan, Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Karimun. 
Kawasan Batam, Bintan dan Karimun memiliki berbagai potensi yang dapat 
dikembangkan. Masing - masing pulau di Kawasan Batam, Bintan dan Karimun 





Kota Batam adalah salah satu kota di provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. 
Kota Batam merupakan sebuah pulau yang terletak sangat strategis karena terletak 
di jalur pelayaran internasional. Kota ini memiliki jarak yang dekat dengan 
Singapura dan Malaysia. Kota Batam merupakan salah satu kota dengan 
pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an awal 
kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk, namun hingga Desember 2008 telah 
berpenduduk 915.882 jiwa. 
Batam mulai dikembangkan sejak awal tahun 1970-an sebagai basis 
logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh pertamina. 
Kemudian berdasarkan Kepres No. 41 tahun 1973, pembangunan Batam 
dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan 
Industri Pulau Batam atau lebigh dikenal dengan Otorita Batam. 




pada tanggal 28 Agustus 2016 
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Pengembangan Pulau Batam terbagi dalam beberapa periode . Periode 
pertama yaitu tahun 1971-1976 dikenal dengan nama Periode Persiapan yang 
dipimpin oleh Dr.Ibnu Sutowo. Periode kedua adalah Periode Konsolidasi (1976-
1978) dipimpin oleh Prof.Dr.JB.Sumarlin , Setelah itu adalah Peride 
Pembangunan Sarana Prasarana dan Penanaman Modal yang berlangsung selama 
20 tahun. Yaitu tahun 1978-1998, yang diketuai Prof.Dr.BJ. Habibie 
Kepemimpinan berikutnya dipegang oleh J.E Habibie yaitu bulan maret s/d juli 
1998. Periode ini dikenal dengan nama Pembangunan Prasarana dan Penanaman 
Modal Lanjutan . Kemudian sejak tahun 1998 sampai sekarang, dibawah 
kepemimpinan Ismeth Abdullah dinamakan Periode Pengembangan 
Pembangunan Prasarana dan Penanaman Modal Lanjutan dengan perhatian lebih 
besar pada kesejahteraan rakyat dan perbaikan iklim investasi. 
Dalam rangka melaksanakan visi dan misinya mengembangkan Batam, 
maka dibangunlah insfrastruktur modern yang berstandar internasional serta 
berbagai fasilitas lainnya, sehingga saat Pariwisata yang diminati dan mampu 
bersaing dengan kawasan serupa Asia Pasifik.
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Berbagai kemajuan pun telah banyak dicapai, seperti tersedianya berbagai 
lapangan usaha yang mampu menampung angkatan kerja yang berasal hampir dari 
seluruh daerah di tanah air. Begitu juga dengan jumlah penerimaan daerah 
maupaun pusat dari waktu kewaktu terus meningkat. Hal ini tidak lain karena 
disebabkan oleh maraknya kegiatan industri, perdagangan, alih kapal dan 
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pariwisataan didaerah. Namun sebagai daerah yang berkembang pesat, Batam 
juga tidak luput dari munculnya berbagai masalah sosial. 
Untuk itulah, maka dalam rangka penyempurnaan pengembangan pulau 
Batam yang sedang berlangsung, maka pembangunan saat ini difokuskan 
kepadakesejahteraan masyarakat dengan menjalankan program social 
development. Hal ini diharapkan mampu mengatasi berbagai macam persoalan 
sosial yang timbul sebagai eksternalitas negatif dari pembangunan yang telah 
terjadi selama 30 tahun tersebut. 
Gambar 3.3 Pulau Batam 
Dalam bentuk Geografis, kota yang merupakan bagian dari Provinsi 
Kepulauan Riau ini memiliki luas wilayah daratan seluas 715 km² atau sekitar 
115% dari wilayah Singapura, sedangkan luas wilayah keseluruhan mencapai 
1.570.35 km². Kota Batam beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26 sampai 34 
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derajat celsius. Kota ini memiliki dataran yang berbukit dan berlembah. Tanahnya 
berupa tanah merah yang kurang subur.
38
 
Batas-batas Kota Batam: 
 Sebelah utara berbatasan dengan Singapura dan Malaysia 
 Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Daik-Lingga 
 Sebelah timur berbatasan dengan Pulau Bintan dan tanjung pinang 
 Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten karimun 
Pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
laju pertumbuhan ekonomi nasional menjadikan wilayah ini andalan bagi pemacu 
pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun bagi Provinsi Kepulauan Riau. 
Beragam sektor penggerak ekonomi meliputi sektor komunikasi, sektor listrik, air 
dan gas, sektor perbankan, sektor industri dan alih kapal, sektor perdagangan dan 
jasa merupakan nadi perekonomian kota batam yang tidak hanya merupakan 
konsumsi masyarakat Batam dan Indonesia tetapi juga merupakan komoditi 
ekspor untuk negara lain. Keberadaan kegiatan perekonomian di Kota ini juga 
dalam rangka meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. 
Pemerintah Kota Batam sebagai pelaksana pembangunan Kota Batam 
bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Batam serta keikutsertaan 
Badan Otorita Batam dalam meneruskan pembangunan, memiliki komitmen 
dalam memajukan pertumbuhan investasi dan ekonomi Kota Batam. Dengan ini 
diharapkan dapat meningkatkan investasi di Batam yang pada akhirnya ditujukan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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Batam juga dikenal sebagai kota pariwisata, menyajikan aneka bentuk 
sarana wisata yaitu wisata laut dan pantai, wisata seni dan budaya, wisata belanja, 
wisata ekonomi dan konferensi, serta wisata kemanusiaan. Didukung oleh 
tersedianya fasilitas hotel dan resort dengan standar berkelas internasional serta 
aneka peristiwa yang disusun dalam Kalender Kegiatan Kepariwisataan Kota 
Batam sehingga diharapkan dapat menjamin kenyamanan dan kepuasan 
wisatawan domestik maupun mancanegara dalam berkunjung ke Kota Batam. 
Bintan  
Pada tanggal 8 oktober 2003 melalui keputusan dprd no. 75/kpts/dprd/2003 
telah ditetapkan desa Bintan Buyu sebagai Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau. 
Ibu kota Kabupaten Kepulauan Riau di desa Bintan Buyu tersebut diberi nama 
Bandar Seri Bentan dan diperkuat dengan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 
2004 tentang penetapan lokasi Ibu kota Kabupaten Kepulauan Riau. Dengan 
terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau, maka melalui hak inisiatif DPRD 
Kabupaten Kepulauan Riau telah diusulkan nama Kabupaten Kepulauan Riau 
menjadi Kabupaten Bintan. 
Pulau Bintan adalah pulau terbesar di provinsi Kepulauan Riau. 
Tanjungpinang, Ibukota Provinsi Kepulauan Riau, juga terdapat di pulau ini. 
Pulau Bintan berada di perbatasan antara Indonesia dengan Singapura. Letak 
geografis pulau ini cukup strategis, yaitu di Semenanjung Selatan Malaysia, 
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 Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Natuna 
 Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lingga 
 Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan Kota Batam 
 Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat 
Gambar 3.4 Pulau Bintan 
Berdasarkan Wilayah Administratifnya Kabupaten Bintan memiliki luas 
wilayah terbesar (baik wilayah darat maupun lautnya), dibandingkan 2 wilayah 
lain yaitu Kabupaten Karimun dan Kota Batam. Luas wilayah Kabupaten Bintan 
mencapai 87.777,84 km², namun luas daratannya hanya 1,49 %,1.319,51 km² saja. 
Kecamatan terluas adalah kecamatan gunung kijang dengan luas 344,28 km dan 
kecamatan terkecil adalah tambelan yaitu 90,96 kilometer persegi. Kabupaten 
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Bintan saat ini hanya terdiri dari 241 buah pulau besar dan kecil. Hanya 49 buah 
diantaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni 
sebagian sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha 
perkebunan. 
Pulau Bintan menyimpan potensi wisata sangat besar, terutama untuk 
dikembangkan sebagai wisata bahari. Pantai seluas 23.000 hektare merupakan 
sebuah tempat yang sangat spektakuler, dengan sajian pemandangan pasir putih 
menghampar di sepanjang bibir pantai, dan berpadu dengan perairan jernih 
berwarna kebiruan di Laut Cina Selatan. Tak mengherankan, jika pulau ini 
berkembang pesat sebagai destinasi wisata unggulan.Pulau Bintan sendiri 
memiliki kandungan air yang dapat digunakan sebagai cadangan bagi kebutuhan 
air Kawasan Batam, Bintan dan Karimun.
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Pulau Karimun .........................................................................................................  
Kabupaten Karimun merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang berbatasan dengan Negara Singapore dan Negeri Jiran Malaysia, serta berdampingan dengan pusat pertumbuhan industri Batam dan Bintan. Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten baru di Provinsi Kepulauan Riau, yang 
berdasarkan UU RI No. 53 tahun 1999.  
Adapun secara geografis Kabupaten Karimun terbentang antara 00º 24‟ 
36”LU sampai 01º 13‟ 12” LU dan 103º 13‟ 12” BT sampai 104º 00‟ 36” BT, 
tepat berada pada jalur pelayaran dan dekat dengan zona penerbangan 
internasional. Luas wilayah Kabupaten Karimun memiliki luas 4.918 Km² yang 
terdiri dari luas daratan 932 Km² (93.157 Ha) dan luas lautan sekitar 3.987 Km² 
atau seluas 398.692 Ha, dengan demikian dapat dilihat bahwa Kabupaten 
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Karimun di kelilingi oleh lautan, kabupaten karimun merupakan gugusan pulau 
besar dan kecil sejumlah 249 pulau, yang terdiri dari 54 pulau telah berpenduduk 
dan 195 pulau lainnya belum berpenghuni. Hal ini membutuhkan suatu 
perencanaan yang menyeluruh atau komprehensif untuk menata Kabupaten 
Karimun selama rentang waktu 20 tahun ke depan. 
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Gambar 3.5 Pulau Karimun 
Dua pulau terbesar yang menjadi pusat pemukiman dan sentra ekonomi 
adalah Pulau Karimun dan Kundur. Posisi strategis Kabupaten Karimun yang 
diapit oleh tiga negara, berimbas pada pesatnya perkembangan kabupaten ini. 
Sebagai kabupaten kepulauan, karekteristik pulau-pulau di Kabupaten Karimun 
cenderung mirip. Wilayahnya secara umum berupa dataran yang datar dan landai 




PS%20Kabupaten%20Karimun%20(Asli).doc letak geografis kabupaten karimun) diakses pada 
tanggal 5 September 2016 
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dengan ketinggian antara 20 sampai 500 meter di atas permukaan laut, meskipun 
ada bagian yang merupakan bukit-bukit. Di Karimun terdapat sebuah gunung 
yaitu Gunung Jantan dengan ketinggian 478 meter dan merupakan salah satu 
sumber mata air di Karimun. 
Ibukota Kabupaten Karimun terletak di kota Tanjung Balai, Kecamatan 
Meral yang berbatasan di sebelah Barat dengan Kecamatan Rangsang dan 
Kabupaten Bengkalis, sebelah Timur dengan Kelurahan Tebing, sebelah Selatan 
dengan Kecamatan Rangsang dan Kabupaten Bengkalis serta sebelah Utara 
berbatasan dengan Selat Singapore dan Selat Malaysia, sementara itu Kabupaten 
Karimun sendiri secara administratif berbatasan dengan:  
 Sebelah Utara: Selat Singapore (Philips Channel), Selat Malaka dan 
Semenanjung Malaysia 
 Sebelah Selatan : Kecamatan Kateman (Kabupaten Indragiri Hilir) dan 
Kabupaten Lingga 
 Sebelah Barat: Kecamatan Rangsang, Kecamatan Tebing Tinggi 
(Kabupaten Kepulauan Meranti) dan Kecamatan Kuala Kampar (Kab. 
Pelalawan) 
 Sebelah Timur: Kecamatan Belakang Padang (Kota Batam) 
Untuk meningkatkan pelayanan umum bidang pemerintahan dan 
pembangunan, Wilayah Kabupaten Karimun dibagi kedalam Wilayah daerah 
Pertanian, Pariwisata dan Peternakan, Industri serta Wilayah Pengembangan 
Perikanan dan Kelautan, dan wilayah Pengembangan berbagai jenis Komoditas 
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lainnya. Sesuai dengan Perda Nomor 1/2 Tahun 2002 untuk pengembangan sektor 
Kelautan dan Perikanan diarahkan pada Kecamatan Moro dan Durai. 
Dilihat dari kondisi geografis Kabupaten Karimun mempunyai potensi laut 
sehingga disamping untuk kegiatan Perikanan juga dimanfaatkan untuk kegiatan 
Transportasi dan kegiatan Penambangan Pasir Laut dan Timah. Perairan laut 
Kabupaten Karimun mempunyai kedalaman yang bervariasi dengan dasar 
perairan lumpur berpasir dan berkarang, Salinitas air laut berkisar antara 28 – 32 
0/00. Kecepatan arus bervariasi pada masing – masing gugusan pulau di tiap 
Kecamatan. Tingkat kecerahan air laut bervariasi, hal ini disebabkan kegiatan 
penambangan pasir laut dan timah, serta adanya pengaruh air dari sungai Kampai 
terutama di disekitar perairan Kundur, Durai, Buru dan Karimun.
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Disamping Perairan Laut daerah ini memiiliki beberapa Selat yang 
berpotensi untuk Pengembangan Usaha Perikanan di bidang Budidaya Keramba 
Jaring Apung dan Budidaya Rumput Laut serta pertambakan. Selain itu juga 
memiliki sungai namun tidak begitu berarti dalam pemanfaatan baik bagi 
Transportasi maupun untuk Pengembangan Budidaya Perikanan. 
Adapun potensi tambang granit yang ada di Pulau Karimun merupakan 
potensi tambang yang terbesar di seluruh Kawasan Batam, Bintan dan Karimun. 
Selain itu ada berbagai potensi pariwisata yang dapat dikembangkan di Pulau 
Karimun di antaranya Pantai Palawan, Air Terjun Pongkar dan Pantai Pongkar. 
Untuk mendukung kegiatan - kegiatan yang ada di pulau ini, juga telah tersedia 
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sarana prasarana yang mendukung seperti Bandara Udara Sei Bati dan pelabuhan 
laut untuk penumpang dan barang. 
A.3 Sikap Indonesia dan Singapura terhadap perbatasan 
Batam adalah sebuah kawasan yang sejak tahun 1973 oleh pemerintah 
Indonesia dikembangkan sebagai kawasan industri. Berbagai upaya dilakukan 
pemerintah dalam pengembangan pulau Batam dengan mengadakan 
pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan industry tersebut. 
Batam secara geografis berada dalam kawasan selat malaka dan merupakan lalu 
lintas perdagangan yang teramai di dunia, dekat dengan Singapura, dan relatif di 
tengah kawasan Asia Tenggara yang merupakan bagian wilayah AFTA (ASEAN 
Free Trade Area). Karena letaknya yang sangat strategis serta pembangunan 
infrastrukturnya berkesinambungan, kawasan Batam mengalami perkembangan 
yang cukup pesat selama ini dan telah menyandang berbagai status yang silih 
berganti diantaranya; Entrepot Partikulir, Bonded Warehouse, dan Bonded Zone. 
Batam juga memiliki luas wilayah yang memadai untuk kegiatan ekonomi 
seperti investasi dan produksi industry dengan didukung ketersediaan tenaga kerja 
yang sangat banyak,. Batam juga memiliki nilai ekonomis akan sumber daya 
alamnya (SDA), sehingga dengan segala potensinya menarik banyak minat 
investor asing untuk menanamkan modalnya di Batam. Salah satunya Singapura. 
Pada Tahun 1980, Singapura dan Indonesia membuka kerjasama di jalur 
ekonomi. Kesepakatan kedua negara dilakukan pada tanggal 31 Oktober 1980 di 





 Kerja sama dilakukan dalam bentuk penyediaan lahan dan tenaga kerja 
yang lebih banyak dan murah. Karena terbatasnya wilayah tenaga kerja, 
Singapura sulit melakukan untuk industrialisasi. Karenanya Singapura memilih 
Batam sebagai wilayah ekspansi ekonomi untuk kemajuan kedua negara yaitu 
Indonesia dan Singapura.
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 Kerjasama Singapura dan Batam terbentuk dengan 
nama Batam, Bintan, Karimun (BBK). Singapura ikut berinvestasi dalam 
memajukan perekonomian kawasannya. Wilayah BBK ini, mewujudkan zona 
perdagangan bebas bagi Singapura di Wilayah Indonesia. 
Pada saat BBK menyandang status Bonded Warehouse, terjadi 
peristiwasignifikan. Tepatnya pada 28 Agustus 1990 yang ditandai dengan 
penandatanganan Framework Agreement on Regional Economic Cooperation atau 
disebut juga Perjanjian Kerjasama Ekonomi Regional antara pemerintah Indonesia 
dengan Singapura. Perjanjian ini bertujuan meningkatkan dan melindungi 
investasi di seluruh kawasan BBK. Manfaat pertama dari perjanjian itu langsung 
diraih oleh BBK, yang secara geografis paling dekat dengan Singapura dan paling 
siap dalam pengadaan prasarana dan sarana. Sejak saat itu terjadi peningkatan 
investasi ke BBK, yang sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi dan 
menunjukkan kencendrunganmeningkatnya lapangan kerja, populasi, kedatangan 
wisatawan, hingga ke pendapatandevisa pariwisata dan nilai ekspor.
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Kemudian saat BBK menyandang status Bonded Zone, sebenarnya BBK 
secara de facto dapat dikatakan sebagai free-trade zone (Ini bila kita pelajari 
ketentuan dalam PP 14/90). Dengan melihat di dalamnya terdapat ketentuan-
ketentuan khusus dibidang pabean, impor, ekspor, lalu-lintas barang, penanaman 
modal, dan dapat dilakukan pengolahan dan penyimpanan barang dalam kawasan 
bonded zone. 
Berbagai kebijakan khusus pemerintah mengenai pajak, kepabeanan, dan 
peraturan lain terhadap pulau yang berlokasi strategis ini telah membawa 
kemajuan ekonomi yang sangat baik. Saat ini, mayoritas industri elektronika dan 
berorientasi ekspor di BBK merupakan eksistensi perusahaan asing, baik yang 
berupa relokasi maupun investasi baru. Singapura contohnya. Singapura 
merupakan sebuah negara yang memiliki lahan terbatas dan relatif jenuh industri. 
Batam dan pulau-pulau sekitar dalam kawasannya, dipilih sebagai tempat relokasi 
alternatif yang paling logis bagi Singapura. Ibaratnya, dalam pengembangan 
BBK, Bapak BJ.Habibie menggunakan“teori balon”. Teori itu mengasumsikan, 
Singapura yang luasnya sekitar 500 kilometer persegi itu akan memasuki era 
jenuh. Ketika era itu tiba, Singapura tidak dapat lagi menampung investasi yang 
masuk. BBK pun dibangun dan disiapkan untuk menampung aliran udara dari 
balon investasi yang terus menggelembung. Kini, mungkin teori tersebut dapat 
dikatakan ada kebenarannya. Banyak pengusaha negeri Singapura dan pengusaha 
dari negara-negara lain yang berbasis di Singapura menanamkan modal di BBK.
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Lebih dari 50% perusahaan asing yang beroperasi di BBK merupakan 
perusahaanSingapura, atau perusahaan-perusahaan negara lain yang basis 
operasionalnya beradadi Singapura. Dilihat dari total investasi asing yang masuk 
ke BBK, ada 186 investor Singapura dengan total nilai sebesar US$ 10.307 juta. 
Ketergantungan Batam terhadap Singapura tampak dari fakta berikut ini: dari sisi 
impor, 65% barang impor yang masuk BBK berasal dari Singapura. Dilihat dari 
sisi ekspor, 69% ekspor BBK menuju negara tetangga yang hanya sekitar 45 
menit menggunakan ferry dari BBK.Dilihat dari jumlah wisata manca negara, 




B. Permasalahan – Permasalahan Perbatasan 
Banyaknya akses masuk dan keluar di Negara Indonesia membuat batas-
batas serta kontrol dari pemerintah mengenai perpindahan orang di Indonesia 
menjadi sulit. Dalam hal ini perpindahan orang di Indonesia hanyalah dapat di 
kontrol melalu pintu gerbang yang legal yaitu : bandara,pelabuhan,dan 
stasiun,serta pos perbatasan darat. 
Pengawasan untuk perpindahan orang dari dan keluar wilayah Negara 
Indonesia dilakukan oleh pihak imigrasi.
48
 Lembaga keimigrasian yang kemudian 
menjadi tombak untuk mengawasi perpindahan orang punmenjadi ujung tombak 
untuk mengawasi hal perpindahan ini, tetapi didalam prakteknya walaupun telah 
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dilakukan pengawasan yang maksimum, namun pihak keimigrasian masih sering 
luput melakukan pengawasan di dalam beberapa hal. 
Hal yang sering luput diawasi oleh pihak keimigrasian adalah dimana disaat 
terjadinya perpindahan dan pemeriksaan berkas orang asing, pemeriksaan berkas 
untuk membuat passport kepada warga Negara Indonesia, dikarenakan adanya 
pihak-pihak yang memanfaatkan perpindahan orang untuk kepetingan 
terselubung. 
Dalam aspek keimigrasian sering sekali terjadi kejahatan yaitu: 
perdagangan orang terutama anak-anak dan perempuan, pengiriman tenagakerja 
Indonesia yang tidak handal dan bermasalah. Namun yang sekarang sedang 
marak-maraknya terjadi adalah perdagangan anak-anak dan perempuan dimana 
kejahatan terjadi di daerah yang menjadi pintu gerbang untuk keluar wilayah 
Indonesia. 
Melalui Konvensi Trans Organized Crime (TOC) yang telah diratifikasi 
dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2009, terutama protocol mengenai 
perdagangan perempuan dan anak-anak, maka Indonesia secara langsung turut 
bergabung dalam rangka penanggulangan kejahatan transnasional serta 
perdagangan perempuan dan anak-anak. Maka dari itu pihak keimigrasian sebagai 
mana yang telah di ketahui merupakan ujung tombak untuk menerima serta 
memberikan izin orang asing dan warga Negara Indonesia untuk masuk maupun 
keluar dari Indonesia mendapatkantugas tambahan, yaitu dengan memperketat 
pengawasan guna menanggulangi adanya perdagangan perempuan dan anak-anak. 
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Melihat dan mengamati kasus yang terjadi pada tanggal 09 Maret  2012 di 
kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dimana telah terungkap sindikat 
perdagangan manusia, anak remaja perempuan yang kemudian dijual di Negara 
Singapura untuk di jadikan wanita tuna susila. Dalam hal ini korban di berikan di 
janjikan untuk diberikan pekerjaan di Negara Singapura,
49
 ternyata korban 
menjadi korban dari perdagangan manusia. 
Munculnya kasus seperti diatas pihak keimigrasian yang mengawasi serta 
memberi ijin orang masuk dari dan ke dalam wilayah Negara Indonesia 
memperketat penjagaan dengan melakukan hal yang bukan merupakan 
kewenangan dari pihak keimigrasian seperti pemeriksaan identitas, akta-akta 
dalam pengajuan keimigrasian, dll. Namun sering saja terjadi kecolongan dari 
pihak keimigrasian dan pihak keimigrasian sering disalahkan karena telah 
memberikan passport kepada seseorang yang seharusnya tidak layak untuk 
medapatkan passport. ................................................................................................. 
Di Pulau Bintan Penyajian informasi di Pulau Bintan pada saat ini masih 
memerlukan pengembangan, hal ini dikarenakan informasi tentang objek wisata 
tersebut masih kurang. Informasi yang dapat diperoleh oleh masyarakat adalah 
melalui brosur yang hanya dapat diperoleh melalui Dinas Pariwisata dan melalui 
situs Pariwisata. Informasi yang ditampilkan hanya nama dan jenis wisata saja, 
sedangkan informasi lainnya seperti akomodasi, transportasi, biro perjalanan serta 
sarana dan prasarana lain yang mendukung tidak tersedia. Begitu juga dengan 
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pengelolaan data dan informasi kepariwisataan masih belum optimal.
50
 Hal ini 
dikarenakan data kedatangan wisatawan yang selama ini diperoleh dari Kantor 
Imigrasi Kabupaten Bintan belum cukup untuk menggambarkan karakterisitik, 
pola perjalanan, dan pola pengeluaran wisatawan selama berkunjung di Pulau 
Bintan . Untuk lebih mengembangkan pariwisata di Pulau Bintan diperlukan suatu 
informasi yang lebih informatif sehingga dapat memberikan kemudahan bagi 
wisatawan. Menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang 
Kriteria dan Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan nomor 8 tahun 2007 
tentang : Menugaskan Seluruh Direktur Jendral serta Kepala Badab di lingkungan 
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang dikoordinir oleh Direktur Jendral 
Pengembangan Destinasi Pariwisata untuk menyediakan fasilitas pariwisata dan 
fasilitas umum. Oleh karena itu diperlukan sebuah aplikasi guna menunjang 
fasilitas pariwisata serta pengembangan potensi daerah. 
Sama halnya dengan Pulau Bintan, Kepulauan Karimunjawa mempunyai 
potensi sebagai obyek wisata yangdidukung oleh keberadannya sebagai Taman 
Nasional dan letak yang strategis, menjadikan Kepulauan Karimunjawa sebagai 
suatu kawasan wisata yang sangat prospektif yang mampu menarik wisatawan, 
baik dari dalam maupun luar negeri. Di samping itu Kepulauan Karimunjawa juga 
merupakan wilayah yang memiliki ekologi yang unik akibat lokasi Kepulauan 
Karimunjawa berada terpisah dengan daratan besar, sehingga hal ini menimbulkan 
suatu keunikan tersendiri bagi wisatawan yang menyukai tantangan dan 
keindahan alam.  
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Namun demikian resiko kerusakan terhadap alam akan selalu ada karenadengan bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan akan mengakibatkan semakin meningkatkan kebutuhan akan ruang untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama berada di sana, oleh karena itu kapasitas pengunjung harus diperhatikan sebelum 
merencanakan kegiatan. 
Melihat jumlah pengunjung yang terus meningkat dari tahun ketahun, 
nampaknya pembangunan sektor pariwisata di Kepulauan Karimunjawa akan 
terus mangalami peningkatan seiring dengan semakin meningkatnya kuantitas 
pengunjung. Peningkatan kuantitas ini akan mengakibatkan berbagai dampak 
sosial-ekonomi baik yang positif maupun negatif. Dampak positif yang dominan 
adalah meningkatnya kesempatan berusaha baik disektor jasa maupun 
perdagangan. Adapun dampak negatif yang dominan adalah, meningkatnya 
desakan aktifitas masyarakat terhadap lingkungan, sehingga dapat mengganggu 
proses ekologis dalam ekosistem. Maka dari itu, apabila tidak dikelola dengan 
memperhatikan hal tersebut, akan dapat menimbulkan dampak yang serius bagi 
kelestarian ekosistem yang ada di Kepulauan Karimunjawa. 
C. Indonesia dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Ekonomi Khusus 
Kepulauan Batam, Bintan dan Karimun 
Framework Agreement yang merupakan sebuah dokumen legal yang 
menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak dalam pengembangan kawasan 
menjalin kerjasama dengan Singapura. 
Kerjasama itu telah dituangkan dalam nota kesepakatan atau Memorandum 
Of Understanding (Framework Agreement) pembentukan Kawasan Ekonomi 
Khusus (KEK) Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Sebuah komitmen politik 
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yang kuat, dalam pengembangan ekonomi di beberapa wilayah khusus di 
Indonesia. 
Definisi legal dari Kawasan Perbatasan Bebas berdasarkan peraturan 
perundang-undangan pasal 1 angka 1 Peraturan pengganti Undang-undang nomor 
1 tahun 2000 sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang nomor 44 
tahun 2007 adalah: 
 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan 
yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea 




Adanya kalimat yang mendahuluinya dengan penyebutan keberadaan 
kawasan tersebut dalam wilayah hukum NKRI, walau secara bahasa disebutkan 
terpisah dari daerah pabean, maka tetap merupakan bagian dari wilayah Indonesia. 
Penyebutan tersebut tidak hanyalah untuk memudahkan kegiatan perdagangan 
regional dan international sehingga devisa yang diharapkan akan menambah 
pemasukan negara. 
Framework Agreement KEK yang telah ditandatangani oleh Pemerintah 
Indonesia dengan Pemerintah Singapura yang untuk selanjutnya disebut Para 
Pihak, mengenai konsep dan pengembangan KEK tetap menjadi kewenangan 
                                                 
51
Sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 
tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang ditetapkan menjadi Undang-
undang Nomor 36 Tahun 2000 kemudian dirubah berdasarkan penetapan Peraturan pemerintah 
pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 dan kemudian di tetapkan menjadi Undang-
undang Nomor 44 Tahun 2007  
56 
 
Pemerintah Indonesia, meskipun dalam pengembangan kawasan menjalin 
kerjasama dengan Singapura. 
Perjanjian yang telah disepakati tersebut tentu menimbulkan akibat-akibat 
hukum tertentu, yakni kewajiban dan hak untuk melaksanakan isi Framework 
Agreement KEK tersebut yang terdiri dari 10 pasal, dengan perincian pasal 
sebagai berikut: 
a. Pasal 1 tentang tujuan dari Para Pihak dalam pembentukan KEK untuk 
mempromosikan dan meningkatkan kemajuan ekonomi dengan cara 
peningkatan penanaman modal salah satunya dalam 3 (tiga) pulau yang 
ditetapkan yakni Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun, dalam pasal 
ini juga ditetapkan bahwa tidak ada halangan bagi Pemerintah Indonesia dan 
Singapura untuk bekerjasama yang serupa di Wilayah Indonesia lainnya. Pasal 
1 ini terbagi dalam 3 (tiga) ayat; 
b. Pasal 2 tentang pedoman dasar dari Framework Agreement KEK sebagai 
acuan dalam melaksanakan ketentuan Framework Agreement KEK tersebut; 
c. Pasal 3 tentang inti dari Framework Agreement KEK ini yakni ruang lingkup 
kerjasama Framework Agreement KEK yang terbagi dalam 4 (empat) ayat. 
Dalam pasal ini ditetapkan agar KEK dapat dikembangkan untuk industry 
manufaktur dan industry lainnya agar memiliki daya saing internasional, maka 
disepakati bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang penanaman modal, 
keuangan dan perbankan, perpajakan, bea dan cukai, imigrasi, tenaga kerja, 
pengembangan kapibilitas, turisme dan pengembangan tempat peristirahatan, 
pertanian, budidaya laut, promosi usaha kecil dan menengah dari kedua 
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negara, pelatihan teknis, pengembangan sumber daya manusia, dan jasa-jasa 
pendidikan; 
d. Pasal 4 tentang kerangka institusional sebagai fasilitasi dari implimentasi 
Framework Agreement KEK yang terbagi dalam 5 (lima) ayat, yakni ayat 1 
tentang pembentukan Komite Pengarah Bersama (KPB), ayat 2 tentang 
penunjukan satu wakil dari Pemerintah Indonesia dan Singapura untuk 
menjadi ketua KPB secara bersama-sama yang memiliki senioritas yang 
memadai di dalam kabinet, ayat 3 tentang tanggung jawab dari KPB, ayat 4 
tentang kegiatan KPB yang harus melakukan pertemuan bersama antara para 
pihak setidaknya sekali dalam setahun secara bergantian, dan ayat 5 tentang 
kewajiban KPB yang harus memberikan laporan langsung kepada Presiden 
Republik Indonesia dan Perdana Menteri Singapura; 
e. Pasal 5 tentang Klausula penjamin, dalam klausula ini para pihak sepakat 
untuk menentukan pilihan hukum mana yang akan digunakan jika terjadi 
sengketa dalam pelaksanaan Framework Agreement KEK. Didalam ayat ini 
kedua negara tetap dan akan tunduk pada hukum nasional dan peraturan 
masing-masing negara terhadap tuntutan pihak ketiga. Pasal ini terbagi dalam 
2 (dua) ayat; 
f. Pasal 6 tentang pengaturan pelaksanaan yang menetapkan tentang para pihak 
dapat membuat pengaturan selanjutnya untuk menjamin implementasi 
Framework Agreement KEK ini; 
g. Pasal 7 tentang ketentuan lainnya yang terbagi dalam 2 (dua) ayat, dimana 
dalam pasal ini ditetapkan bahwa tidak ada larangan bagi pemerintah 
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Indonesia untuk melakukan kerjasama lainnya yang serupa dengan negara 
ketiga, dan ditetapkan juga tentang kewajiban Pemerintah Indonesia yang 
harus mengawasi masalah keamanan KEK sebagai tuan rumah dari lokasi 
KEK untuk menjamin kesuksesan proyek KEK dalam wilayah Indonesia; 
h. Pasal 8 tentang pilihan penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi di masa 
yang akan dating mengenai penafsiran dari Framework Agreement KEK ini; 
i. Pasal 9 tentang ketentuan perubahan yang mungkin dibutuhkan berkaitan 
dengan penyesuaian waktu, yang dilakukan berdasarkan persetujuan para 
pihak dalam Framework Agreement KEK; 
j. Pasal 10 tentang pemberlakuan Framework Agreement KEK yang terbagi 
dalam 3 (tiga) ayat, yang memberikan ketetapan tentang Framework 
Agreement berlaku sejak diterimanya pemberitahuan terakhir melalui jalur 
diplomatic bahwa persyaratan hukum masing-masing negara telah dipenuhi. 
Kemudian dalam ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) ditetapkan bahwa Framework 
Agreement KEK tetap berlaku kecuali diakhiri oleh salah satu pihak dalam 
subjek Framework Agreement KEK dengan memberikan pemberitahuan 
tertulis setidaknya 6 (enam) bulan, namun pengakhiran ini bukan berarti  
program atau proyek KEK tidak berjalan. Program KEK tersebut tetap akan 
berlangsung, karena hal ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. 
Framework Agreement KEK ini dibuat dalam dua bahasa yakni bahasa 
Inggris dan Bahasa Indonesia, kedua naskah bersifat otentik, namun berdasarkan 
kesepakatan yang telah dituangkan dalam Framework Agreement KEK jika 
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terjadi perbedaaan pernafsiran makan naskah bahasa Inggris yang berlaku. Dalam 
Pasal 33 (1) Konvensi Wina 1969: 
When treatry has been authenticated in two or more language, the text is 
equally authoritative in each language, unless, the treatry provides or the 
parties agree that, in case of divergence, a particular text shall prevail. 
Perjanjian internasional yang dibuat dan diotentikkan dalam dua bahasa memiliki kedudukan yang sama, namun hal ini dapat diadakan kesepakatan oleh para pihak dalam hal terjadi perbedaan makna dalam penafsiran perjanjian untuk suatu teks tertentu diutamakan. Framework Agreement KEK jika diklasifikasikan menurut 
perjanjian internasional dapat digolongkan sebagai berikut: 
a. Klasifikasi perjanjian internasional berdasarkan atas subjek yang mengadakan, 
Framework Agreement KEK ini termasuk dalam perjanjian internasional 
antara negara dengan negara, yakni antara Pemerintah Indonesia dengan 
Pemerintah Singapura yang diwakili oleh masing-masing menteri terkait 
KEK; 
b. Klasifikasi perjanjian internasional berdasarkan atas jumlah pihak yang 
mengadakan, Framework Agreement KEK termasuk dalam perjanjian 
bilateral, yakni perjanjian internasional yang hanya diadakan oleh dua pihak 
negara saja, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan perjanjian 
yang serupa dengan negara ketiga sesusai kesepakatan dalam Framework 
Agreement KEK. 
Tujuan dari Framework Agreement tersebut mencerminkan kehendak Para 
Pihak untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan dengan 
pembentukan KEK, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Framework 
Agreement KEK, bahwa pengembangan KEK ini bertujuan untuk 
mempromosikan dan meningkatkan kemajuan ekonomi yang menekankan pada 





PROSPEK KERJASAMA INDONESIA DAN SINGAPURA DALAM 
PENGELOLAAN PERBATASAN EKONOMI KHUSUS 
 
A. Kepentingan Indonesia dan Singapura dalam Pengelolaan Perbatasan 
Ekonomi Khusus 
Melalui kesepakatan pada 25 Juni 2006 antara pemerintah Indonesia dan 
Singapura. Daerah Kepulauan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) akhirnya 
ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Lahirnya KEK di Riau 
Kepulauan itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah kawasan tersebut yang senantiasa 
mendapat ”keistimewaan”. Batam sudah ditetapkan sebagai kawasan pergudangan 
(bonded warehouse) dan kemudian kawasan berikat (bonded zone) dengan 
cakupan wilayahnya diperluas sampai Pulau Rempang dan Galang.
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Ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi, pemerintah membuat kebijakan 
mencabut keistimewaan yang dimiliki Batam, yaitu melalui PP 39/1998 tentang 
Pengenaan PPN dan PPn-BM di Batam. Keputusan tersebut mendapat reaksi 
masyarakat dan pengusaha Batam. Akhirnya, pemerintah menerbitkan penundaan 
lewat PP 45/2000.Selang tiga tahun kemudian pemerintah kembali mengeluarkan 
PP 63/2003 tentang Pengenaan PPN dan PPn-BM di Batam, sekaligus mencabut 
PP 39/1998. Kebijakan tersebut membuat iklim usaha di Batam dan sekitarnya 
mengalami degradasi. Selama 2004-2005 terjadi sejumlah penutupan dan relokasi 
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pabrik di sector manufaktur. Kini, setelah BBK ditetapkan sebagai KEK, iklim 
investasi di kawasan tersebut memberikan sinyal yang menggembirakan.
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Menurut Gubernur Kepri Ismeth Abdullah, sedikitnya delapan perusahaan asal 
Singapura akan menanamkan modal di Batam dan Bintan dengan nilai investasi 
sekitar US$ 31,6 juta dengan rencana penyerapan tenaga kerja 2.000 orang.
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Masuknya kembali investasi asing ke Batam tersebut semoga saja menjadi awal 
sukses memikat modal asing ke Indonesia, khususnya ke wilayah Batam, Bintan 
dan Karimun. Sebagaimana yang terjadi di negara lain hadirnya Kawasan 
Ekonomi Khusus ini dapat menjadi magnet bagi investor asing untuk 
menanamkan modalnya di negara tersebut. 
Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perpu) Nomor 1/2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 
36/2000 tentang penetapan Perpu No 1 /2000 tentang Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas yang dikeluarkan 4 Juni 2007. Batam sebagai 
kawasan ekonomi khusus (KEK) ditetapkan menjadi FTZ penuh. Sedangkan KEK 
Bintan dan Karimun sifat FTZ-nya terbatas, hanya di beberapa daerah (enclave). 
Sebelum Perpu ini terbit, yakni pada 22 Juni 2006, Pemerintah Indonesia dan 
Pemerintah Singapura sepakat bekerja sama meningkatkan investasi di Batam, 
Bintan dan Karimun. Kawasan ini pun disebut sebagai Kawasan Ekonomi 
Khusus. 
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Rancangan kerangka persetujuan menyatakan bahwa kerjasama itu akan 
dilakukan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, dengan menjadikan KEK di 
Batam dan Bintan lebih berdaya saing sehingga meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi dengan menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan 
produktivitas, dan memajukan perdagangan barang dan jasa. 
Tujuan itu akan diusahakan kedua pihak antara lain dengan menjamin 
langkah-langkah guna menjamin kejelasan dan transparansi prosedur administrasi 
perpajakan, penyederhanaan prosedur aliran barang Indonesia dan Singapura, 
khususnya barang yang ke luar dan masuk di wilayah KEK termasuk pula efisensi 
dalam pemrosesan dokumen. 
Di bidang investasi, telah diadakan kerjasama information sharing dan joint 
promotion ke perusahaan-perusahaan Singapura terkait proyek-proyek 
infrastruktur MP3EI dan fasilitasi kemungkinan bermitra dengan perusahaan-
perusahaan Indonesia. Data menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 
realisasiinvestasi baru di kawasan Batam dengan nilai USD 126.771.792.
55
 Selain 
itu, kerjasama dalam bentuk kolaborasi investasi asing dan korporasi dalam negeri 
juga meningkat seperti masuknya produk-produk makanan dari Singapura ke 
retailer lokal. Peran sentral Singapura dalam perkembangan Pulau Batam. 
Sebagian besar aliran modal investasi, aliran impor barang modal berasal dari 
Singapura. Selain itu, negara tujuan ekspor utama Batam juga adalah Singapura. 
Economic Development Government Singapura dalam pertemuan dengan 
BP Batam menyatakan tertarik untuk berinvestasi di sepuluh sektor indutri 
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potensial di Batam, Bintan, dan Karimun. Sektor tersebut adalah industri kreatif 
dan digital ekonomi di Batam, oil and gas storage industry (industri minyak dan 
gas) dan shipbuilding (perkapalan) di Karimun dan Batam, serta akan terus digali 
potensi lain yang ada di wilayah lainnya baik Bintan dan Tanjungpinang.
56
 
Pembentukan kawasan-kawasan ekonomi khusus di Batam, Bintan dan 
Karimun akan membawa keuntungan bagi Indonesia dalam bentuk peningkatan 
investasi, pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja dan penerimaan devisa. 
Peluang yang paling segera terlihat adalah bagi industri galangan kapal dan 
produksi peralatan dan jasa perminyakan. Sekitar 80 persen dari bisnis peralatan 
perminyakan di Indonesia sudah berlokasi di Batam seperti pembuatan pipa dan 
casing, konstruksi dan perekayasaan drilling rig. Terdapat pula potensi untuk 
mengembangkan lebih jauh industri yang terkait dengan perminyakan, seperti 
fasilitas pengilangan, pergudangan, dan petro kimia.
57
 
Saat ini juga sudah terdapat sejumlah galangan kapal yang siap untuk 
dikembangkan lebih lanjut. Saat ini terdapat semakin banyak investor dari 
mancanegara terutama Singapura yang berminat berinvestasi di industri 
perminyakan dan galangan kapal. 
Untuk manufaktur, prioritas diberikan untuk membangun dan 
meningkatkan berbagai sub-sektor yang sudah memiliki basis kuat di Batam dan 
Bintan seperti elektronika, kimia, precision equipment, dan juga manufaktur 
lainnya seperti pakaian jadi. Selain pengembangan sektor industri, kerjasama 
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kedua negara ini juga akan membawa keuntungan-keuntungan lainnya di bidang 
pariwisata dan jasa seperti pengembangan resor dan fasilitas serta jasa pameran, 
konperensi; pertanian dan perikanan. Untuk resor dalam bidang parawisata sangat 
menguntungkan untuk Singapura dimana Batam, Bintan dan Karimun adalah 
salah satu tempat tujuan untuk di jadikan tempat persinggahan atau peristirahatan. 
Terdapat pula potensi lainnya untuk pelatihan dan pendidikan yang diperlukan 
untuk KEK maupun secara lebih luas. Politeknik Batam yang juga diresmikan 
Presiden RI hari ini merupakan bukti nyata kerjasama Indonesia dan Singapura 
dalam pengembangan kapasitas dan sumber daya manusia. 
Pengembangan KEK di Batam, Bintan dan Karimun akan menjadikan 
kawasan ini sebagai pusat pertumbuhan yang keuntungannya akan dirasakan di 
pulau-pulau lainnya di Kepulauan Riau maupun wilayah lainnya. Keberhasilan 
implementasi dari KEK di pulau-pulau ini juga akan menjadi contoh yang dapat 
ditiru oleh wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Alasan utama Pemerintah 
menetapkan Batam, Bintan dan Karimun sebagai KEK yang pertama adalah 
karena kondisi infrastruktur yang ada sudah memadai, besarnya jumlah investasi 
dalam dan luar  negeri di kawasan itu, dan lokasi eografis yang strategis, sehingga 
sudah siap untuk dikembangkan sebagai KEK dalam waktu singkat. 
Pelaksanaan kawasan ekonomi khusus, awalnya dirancang seperti 
pembentukan kawasan ekonomi khusus yang dilakukan oleh Cina dengan 
membagi wilayah ekonomi, perdagangan dan pariwisata. Oleh karena itu di 
wilayah Batam Bintan dan Karimun pelaksanaan kawasan ekonomi khusus juga 
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dibagi dalam beberapa bentuk kawasan. Wilayah kawasan ekonomi khusus ini 
dibagi dalam beberapa bentuk, yaitu:
58
 
1. Special Trade Zone (Zona Perdagangan Khusus) di Lagoi Bintan 
2. Special Industrial Zone (Zona Industri Khusus) di Lobam Batam 
3. Special Mining Zone (Zona Penambangan Khusus) di Bintan dan Karimun 
Kawasan wisata terpadu berupa Special Trade Zone (Zona Perdagangan 
Khusus) di sebuah kawasan wisata di daerah Bintan. Daerah berpotensi adalah 
Lagoi, pulau Mapur, pulau Buluh, Trikora di wilayah Bintan, di wilayah Batam 
seperti Nongsa, pulau Nipah, Waterfront City serta di wilayah Karimun seperti 
daerah Pelawan, pulau Buru, Tanjung Balai, pulau Sugibawah dan beberapa 
daerah dan pulau di Tanjung Pinang seperti pulau Senggarang, pulau Penyengat 
dan kota tua Tanjung Pinang. 
Selain itu, SIZ atau Special Industrial Zone (Zona Industri Khusus) 
kawasan industri di daerah Lobam Bintan, kawasan industri di Batam, serta 
beberapa pulau yang memungkinkan dijadikan sebagai daerah industri. Sebagai 
catatan industri logistik dan perkapalan termasuk penopang terbesar petumbuhan 
ekonomi di Kepulauan Riau. Industri ini sudah dibangun di daerah Batam dan 
masih berpotensi besar untuk diperluas. 
SMZ atau Special Mining Zone (Zona Penambangan Khusus) adalah 
kawasan yang diberikan fasilitas khusus untuk mendukung kegiatan 
penambangan. Sebuah konsep baru yang dapat diterapkan di wilayah Bintan dan 
Karimun yang memiliki potensi besar dalam bidang penambangan. Apabila 
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fasilitas ini dapat diterapkan maka akan berdampak positif bagi investor lokal 
yang mampu memilki kuasa pertambangan dan mengelolanya, karena salah satu 
tantangan dan hambatan bagi penambang lokal adalah tingginya harga alat-alat 
berat untuk penambangan yang juga dipengaruhi oleh adanya pengenaan pajak, 
sehingga hanya negara-negara maju yang dapat berinvestasi di pertambangan, 
padahal lokasi bahan tambangnya ada di wilayah Indonesia. 
Kawasan ekonomi khusus di Batam, Bintan dan Karimun adalah cara 
mengkategorikan wilayah-wilayah yang mendapatkan fasilitas khusus yang 
dimaksudkan untuk memudahkan penetapan aturan dan produk hukum dan 
memberikan pilihan yang beragam bagi investor untuk berinvestasi sesuai dengan 
potensi wilayah investasi dan core business. Jika pemerintah pusat telah 
memberikan fasilitas ini lengkap dengan produk hukumnya, maka sebenarnya 
pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan sesuai dengan keinginan 
untuk membangun daerah tersebut. Adapun regulasi yang bersifat mendasar dan 
perlu persetujuan pemerintah pusat atau konsultasi lembaga legislatif, maka hal 
tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak mengembangkan fasilitas Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk memajukan daerah dan masyarakat. 
Terselenggaranya kebijakan ini secara konsisten akan mempengaruhi aspek 
kehidupan masyarakat, maka daya saing serta produktivitas akan mengalami 
peningkatan. 
Struktur Dewan Kawasan (DK) dan Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) 
sudah tepat sebagai lembaga yang mengatur dan menjalankan sistem, namun 
lembaga ini perlu dioptimalkan dengan cara meningkatkan profesionalisme, 
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seperti memberikan aturan dan arahan yang tepat, pengawasan yang ketat, 
memiliki sejumlah pakar dan konsultan. Mampu berkoordinasi dengan semua 
dinas dan lembaga di daerahnya, karena dalam area ini beberapa hal tidak akan 
terlepas dari dinas-dinas yang berkompeten. Penguasaan bahasa asing dan 
teknologi, proaktif, informatif, serta memastikan bahwa semua investor dapat 
memiliki rasa aman dalam berinvestasi. Bagi Badan Pengusahaan Kawasan, 
fungsi promosi dan pemasaran harus dijalankan dengan baik, maka sistem 




Adapun fasilitas yang akan dinikmati antara lain di sektor perpajakan, 
investor yang berinvestasi di kawasan ini akan memperoleh pembebasan pajak 
dalam jangka waktu minimal lima tahun dan diskon pajak untuk jenis industri 
tertentu, di sisi bea dan cukai, barang yang keluar masuk pelabuhan ke lokasi 
usaha atau sebaliknya akan dipermudah dengan pemeriksaan di lokasi usaha, serta 
di bidang izin investasi akan diberikan oleh badan pengusahaan kawasan dengan 
pola layanan satu atap di setiap lokasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan 
pemda untuk menindaklanjuti kerjasama tersebut, antara lain: 
1. Kesiapan aparatur di daerah dalam menyikapi masuknya investasi di 
daerah mereka. 
2. Kesiapan perangkat pendukung proses masuknya investasi; dan 
3. Kesiapan masyarakat yang bermukim di daerah tersebut dengan masuknya 
kegiatan investasi model Singapura dengan pola kerja seperti di Singapura. 
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Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, 
Bintan, Karimun (BBK) merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) 
dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam bentuk KPBPB. Terkait dengan 
pengembangan kawasan ini, telah terdapat suatu proses penandatanganan 
kesepakatan kerjasama ekonomi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah 
Singapura. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani tiga 
peraturan pemerintah (PP) tentang kawasan perdagangan khusus (KEK) dan 
pelabuhan bebas yang meliputi wilayah Batam, Bintan dan Karimun. PP 
ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2007 yang sekaligus menandai 
berlakunya PP tersebut. Kesepakatan kerjasama tersebut kemudian ditindaklanjuti 
dengan adanya penetapan lokasi pengembangan KPBPB melalui Peraturan 
Pemerintah No.46/2007 untuk KPBPB Batam, PP No.47/2007 untuk KPBPB 
Bintan dan PP No.48/2007 untuk KPBPB Karimun.
60
 
Penetapan PP itu dilakukan untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan, 
pengembangan serta menjamin pelaksanaan kegiatan usaha di bidang 
perekonomian yang meliputi perdagangan, maritim, industri, perhubungan, 
perbankan, pariwisata dan bidang lainnya di kawasan tersebut. Dengan PP itu, 
kawasan Batam ditetapkan sebagai zona perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas 
untuk jangka waktu 70 tahun meliputi pulau Batam, pulau Tonton, pulau Setokok, 
pulau Nipah, Rempang, Galang dan pulau Galang Baru. PP KPBPB Bintan juga 
berlaku 70 tahun sejak ditetapkan dan meliputi sebagian dari wilayah Kabupaten 
Bintan serta seluruh Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Maritim, 
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dan Pulau Lobam, sebagian dari wilayah Kota Tanjung Pinang yang meliputi 
Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompak Darat. Sementara 
PP KPBPB Karimun menetapkan kawasan ekonomi khusus untuk sebagian dari 
wilayah Pulau Karimun dan seluruh Pulau Karimun Anak. Deputi Mensesneg 
bidang perundang-undangan Muhammad Sapta Murti mengatakan dengan 
berlakunya PP KEK itu semua aset otorita Batam dialihkan menjadi aset Badan 
Pengusahaan KPBPB Batam, kecuali aset yang diserahkan pada pemerintah Kota 
Batam. 
Dalam rangka upaya operasionalisasi KPBPB Batam, Bintan, Karimun 
telah ditetapkan pula Peraturan Presiden No. 9, 10, dan 11 Tahun 2008 tentang 
Dewan Kawasan KPBPB Batam, Bintan, Karimun sebagai bentuk 
kelembagaannya. Selain kebijakan-kebijakan tersebut diatas yang telah menjadi 
komitmen Pemerintah Indonesia, maka bila ditinjau dari aspeksistem 
perkotaannasional dan posisi geografisnya, kawasan BBK ini juga memiliki 
potensi besar, antara lain: 
1. Fungsi Kawasan BBK secara nasional adalah sebagai Pusat Kegiatan 
Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Pusat 
Kegiatan Wilayah (PKW) yang strategis.
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2. Secara geografis, kawasan BBK terletak pada jalur perdagangan 
internasional yang menjadikannya sebagai pintu gerbang masuknya arus 
investasi asing ke Indonesia, terutama karena kedekatannya dengan 
Singapura dan Malaysia. Apabila didukung dengan keberadaan 
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infrastruktur yang sesuai dan kompetitif, maka kawasan ini dapat menjadi 
kawasan yang kompetitif dan berdaya saing tinggi. 
3. Kawasan BBK terletak di tengah pasar internasional (Singapura, China, 
India, Australia, dan pasar dunia yang lebih luas lainnya). 
Kawasan Batam, Bintan dan Karimun memiliki berbagai potensi yang 
dapat dikembangkan. Masing-masing pulau di Kawasan Batam,Bintan dan 
Karimun mempunyai potensi yang unik. Potensi tersebut merupakan modal 
pengembangan kawasan tersebut. Potensi Pulau Batam misalnya, pulau ini 
merupakan pulau yang paling maju dari pulau lainnya di Kawasan Batam, Bintan 
dan Karimun. 
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dipilihnya Batam, Bintan dan 
Karimun (BBK) sebagai pilot project tentunya dengan pertimbangan bahwa ketiga 
wilayah ini telah memenuhi kriteria tersebut di atas. Namun demikian, terdapat 
dimensi lain mengapa Batam, Bintan, dan Karimun dipilih sebagai proyek 
percontohan penerapan SEZ di Indonesia. Salah satu yang menjadi alasan logis 
adalah fakta geografis bahwa ketiga wilayah tersebut berhadapan langsung dengan 







B. Peluang dan Tantangan dalam Kerjasama Pengelolaan Wilayah 
Perbatasan Ekonomi Khusus 
Menurut K.J Holsti kerja sama internasional dapat didefenisikan sebagai 
berikut: 
1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling 
bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan, atau dipenuhi 
oleh semua pihak sekaligus. 
2. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang 
diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai 
kepentingan dan nilai-nilainya 
3. Persetujuan atau masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam 
rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan 
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang 
dilakukan untuk melaksanakan persetujuan 
5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.62 
Kalevi Jaako Holsti dalam bukunya International Politics, A Framework 
for Analysis juga berpendapat bahwa: 
“International relations may refer to all forms of interaction between the 
members of separate societies, whether sponsored by the government or not, 
the study of international relations would include the analysis of foreign 
policies or political processes between the nations, however, with its interest in 
all facts of relations between distinct societies, it would include as well studies 
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or international trade, transportation, communication and the development of 
international values and ethics”.63 
Berdasarkan beberapa poin di atas, maka akan diketemukan relevansinya 
apabila memperhatikan tujuan dari kerjasama ini, dimana bertujuan untuk 
mempromosikan dan meningkatkan kemajuan ekonomi dengan, antara lain 
menarik penanaman modal asing dan menciptakan lapangan pekerjaan, 
meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, 
mengembangkan kerjasama ekonomi dalam KEK di Pulau Batam, Bintan, dan 
Karimun.
64
 Selain itu kerja sama ini untuk mengembangkan industry-industri 
manufaktur yang memiliki daya saing secara internasional, dan industry lain, serta 
bekerja sama dalam penanaman modal, keuangan dan perbangkan, perpajakan, 
bead an cukai, imigrasi, tenaga kerja, serta pengembangan kapabilitas, dan tidak 
menutup untuk kerjasama lainnya yang menjamin keberhasilan pengembangan 
dari hasil kerjasama ini. 
Kerjasama International dilakukan sekurang-kurangnya harus dimiliki dua 
syarat utama, yaitu pertama, adanya keharusan untuk menghargai kepentingan 
nasional masing-masing anggota yang terlibat. Tanpa adanya penghargaan tidak 
mungkin dapat dicapai suatu kerjasama seperti yang diharapkan semula. Kedua, 
adanya keputusan bersama dalam mengatasi setiap persoalan yang timbul. Untuk 
mencapai keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi secara 
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Berdasarkan analisa Teori Kerjasama internasional sebagaimana yang di 
paparkan di atas, maka dapat disimpulkan Peluang dan Tantangan Kerjasama 
Pengelolaan Wilayah Perbatasan Ekonomi Khusus yaitu sebagai berikut. 
B.1 Peluang Kerjasama Pengelolaan Wilayah Perbatasan Ekonomi Khusus 
Peluang Indonesia menyepakati kerjasama penetapan Batam, Bintan dan 
Karimun sebagai Kawasan Ekonomi Khusus adalah adanya pegaruh besar bagi 
perkembangan beberapa aspek pembangunan di wilayah Indonesia terutama aspek 
transfer teknologi, aspek perdagangan dan aspek investasi modal asing. Beberapa 
pengaruh tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: ................................................... 
1. Transfer teknologi 
Wilayah Batam, Bintan dan Karimun sangat berpotensi menjadi pintu 
gerbang masuknya teknologi dari Singapura dan dari negara-negara industri yang 
secara intens menggunakan pelabuhan-pelabuhan Singapura. Asumsi tersebut 
berlandaskan pada dua alasan, yaitu: Pertama, jarak Singapura dengan BBK 
sangat dekat dan pada saat yang sama BBK dapat memberikan apa yang 
dibutuhkan oleh Singapura, yaitu area industri yang luas dan buruh yang murah. 
Singapura yang luas wilayahnya hanya 685 km2 dan dihuni kurang dari 4.5 juta 
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Sekedar pembanding, Pulau Bintan saja luas wilayahnya mencapai 1.140 
km2 (hampir dua kali lipat wilayah Singapura) dengan GDP perkapita kurang 
lebih seperduapuluh-nya Singapura, dan; Kedua, dipandang dari sisi karakter 
perekonomian, antara Singapura dan Batam khususnya, tidaklah terlalu berbeda. 
Sejak diproklamirkan sebagai zona ekonomi tiga puluh tahun yang lalu, Batam 
menggunakan sistem ekonomi pasar seperti halnya Singapura, sehingga secara 
psikologis Singapura relative akan lebih mudah merelokasikan industrinya ke 
wilayah tersebut. 
2. Perdagangan 
Pengaruh penetapan Kawasan Ekonomi Khusus di wilayah Batam, Bintan 
dan Karimun salah satunya adalah perkembangan laju bidang perdagangan. 
Singapura merupakan partner dagang yang penting bagi Indonesia, yang salah 
satu pintu utamanya adalah Provinsi Kepulauan Riau. Komoditi ekspor utama 
Indonesia ke Singapura adalah oil &non gas, coal, copper, tobacco, electrical 
machinery, textile, telecomunication equipment, paper, carboxyled acids, fabrics, 
woven, fish, fertilizers, ships, boats, cocoa, morotcycles, pumps & compressors, 
fans & blowers, iron. Selain itu, ¾ Komoditi impor utama Indonesia dari 
Singapura adalah oil &gas,ships, boats, hydrocarbon, alcohols, plastics, 
contractor plants, essensial oils, perfume, tubes, popes, pulp & paper, motor 
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vehicle, automatic data processing machines, rubber tyre, pumps & compressor, 
soap, aircraft, alumunium, tele-comunication. 
Namun demikian, total nilai perdagangan Indonesia-Singapura 
menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 nilainya 
mencapai USD 10.2 triliun atau kurang lebih 11% dari total nilai perdagangan 
Singapura di Asia secara keseluruhan.
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3.  Investasi 
Secara sederhana, terdapat dua manfaat penting investasi dari penetapan 
kawasan Batam, Bintan dan Karimun sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu: 
Pertama, sebagai penggerak perekonomian nasional. Untuk menggerakkan 
perekonomian diperlukan capitalyang pembiayaannya dapat diperoleh dari 
berbagai sumber, misalnya pendapatan pemerintah, investasi, tabungan, atau 
dengan privatisasi aset-aset negara. Namun di antara sumber-sumber tersebut, 
yang paling mudah, praktis, dan efektif adalah investasi, karena disamping 
sifatnya yang langsung, sumber-sumber pembiayaan lain di Indonesia masih 
cukup sulit diandalkan,. 
Manfaat kedua adalah investasi berperan sebagai sarana untuk 
memfasilitasi terjadinya transfer kemampuan dan teknologi yang biasanya 
menyertai investasi. Keuntungan kedua ini memang tidak cukup mendesak bagi 
BBK karena sesungguhnya transfer tersebut telah dan sedang berlangsung. 
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Namun dalam jangka menengah dan panjang, penguasaan BBK atas teknologi 
khususnyateknologi produksi akan sangat vital terlebih dengan pesatnya 
perkembangan teknologi informasi yang luar biasa cepat selama dua dekade 
terakhir. 
Sekedar gambaran, nilai investasi Singapura di Indonesia secara 
keseluruhan menduduki urutan pertama terbesar dengan nilai investasi US$ 
3.328,1 juta untuk 155 proyek atau 34,2% dari total investasi PMA di Indonesia. 
Analisa keuntungan Pulau Batam, Bintan Dan Karimun (BBK) Sebagai Kawasan 
Ekonomi Khusus (KEK) yang berbentuk Free Trade Zone (FTZ) dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 
Kawasan Ekonomi Khusus tidak bertentangan dengan ketentuan internasional, 
yaitu World Customs Organization seperti “International Convention on the 
Simplification and Harmonizatioof Customs Procedures” dan ketentuan World 
Trade Organization seperti GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), 
GATS (General Agreement on Trade in Service) dan TRIP (Agreement on 
Trade and Related Aspects of Intellectual Property Rights). 
Pembebasan pungutan pajak, bea dan cukai dalam suatu Kawasan Ekonomi 
Khusus bertujuan merangsang investasi dalam kegiatan ekonomi yang 
berorientasi ekspor, baik langsung maupun tidak langsung. Seluruh produk dari 
luar kawasan (dalam dan luar negeri) yang dimasukkan ke dalam Kawasan 
Ekonomi Khusus dan seluruh produk yang dikirim ke luar negeri (luar daerah 
pabean), dibebaskan dari pungutan pajak, bea dan cukai. Pembentukan Kawasan 
Ekonomi Khusus terbuka untuk investasi pengusaha dari semua anggota WTO 
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(bahkan negara manapun yang bukan anggota WTO), dan bukan merupakan 
kebijakan perlakuan diskriminatif atau Unequal Treatmentdari perspektif WTO. 
Fasilitas untuk BBK memang terasa diskriminatif. Tetapi karena justru itu 
BBK dapat memberi sumbangan berarti bagi perekonomian nasional dan 
kesejahteraan masyarakat di daerah lain yang kurang berkembang. Kebijakan ini 
adalah demi kepentingan nasional yang hasilnya didistibusikan ke seluruh penjuru 
Indonesia, demi keadilan. 
Kedekatan wilayah BBK dengan Selat Malaka yang jalur pelayaran teramai 
di dunia, menciptakan potensi bagi BBK untuk menjadikan pusat logistik 
berkarakter transit dengan kegiatan konsolidasi-dekonsolidasi, pusat perdagangan 
entreport (ekspor-impor), dengan pelabuhan alih kapal. Kedekatan wilayah BBK 
dengan Singapura yang menjadi tujuan wisata dunia menciptakan potensi bagi 
BBK untuk menerima limpahan (spill-over) industri pariwisata Singapura 
sekaligus menjadi gerbang arus wisatawan asing dari Singapura ke daerah 
Indonesia lainnya dan arus wisatawan nusantara ke Singapura. Kedekatan wilayah 
BBK dengan Singapura yang menjadi impul distribusi dunia menciptakan potensi 
bagi BBK untuk menjadi lokasi manufaktur berorientasi ekspor. Kedekatan 
wilayah BBK dengan Singapura yang menjadi salah satu pusat keuangan dunia 
menciptakan potensi bagi BBK untuk menjadi tempat bagi investasi asing 
langsung Foreign Direct Investment (FDI). 
Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus menghilangkan potensi penerimaan 
pajak, namun menurut perhitungan statistika, potensi kehilangan karena 
pembebasan pemberlakuan PPN, PPnBM dan Bea Masuk memiliki potensi 
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perolehan jauh lebih besar yang dapat dihitung secara materi melalui penciptaan 
lapangan kerja, pertumbuhan usaha kecil dan menengah serta iklim investasi yang 
lebih kondusif. 
Kegiatan ini berdampak kepada peningkatan kepercayaan dunia usaha, nilai 
ekspor dan pendapatan masyarakat. 
B.2 Tantangan Kerjasama Pengelolaan Wilayah Perbatasan Ekonomi 
Khusus 
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah konsep besar yang masih perlu 
dijabarkan dan ditopang oleh berbagai produk hukum yang berfungsi mengatur 
dan memberikan framework yang jelas dan tepat, maka akan lebih baik jika saat 
ini kita memakai istilah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai kaidah 
bahasa, nama produk hukum yang mendasarinya serta ruang lingkup 
kebijakannya. Dengan demikian tujuan kebijakan ini lebih mudah dipahami. 
Lambat laun istilah-istilah yang Saya sampaikan di atas akan dipakai manakala 
masing-masing pemerintah daerah otonom yang memiliki fasilitas Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas mulai menerapkan dan membagi wilayah-wilayahnya 
untuk mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan potensi daerahnya. 
STZ, SIZ, SMZ dan sebagainya adalah cara mengkategorikan wilayah-
wilayah yang mendapatkan fasilitas khusus yang dimaksudkan untuk 
memudahkan penetapan aturan dan produk hukum dan memberikan pilihan yang 
beragam bagi investor untuk berinvestasi sesuai dengan potensi wilayah investasi 
dan core business. Jika pemerintah pusat telah memberikan fasilitas ini lengkap 
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dengan produk hukumnya, maka sebenarnya pemerintah daerah dapat 
mengembangkan kebijakan sesuai dengan keinginan untuk membangun daerah 
tersebut. Adapun regulasi yang bersifat mendasar dan perlu persetujuan 
pemerintah pusat atau konsultasi lembaga legislatif, maka hal tersebut bukan 
menjadi alasan untuk tidak mengembangkan fasilitas Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas untuk memajukan daerah dan masyarakat. Terselenggaranya 
kebijakan ini secara konsisten akan mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat, 
maka daya saing serta produktivitas akan mengalami peningkatan. Kunci 
keberhasilannya terletak pada potensi sumber daya manusia yang dioptimalkan, 
sumber daya alam yang dikelola dengan bijak serta dukungan berbagai peraturan 
yang dapat menguntungkan semua pihak dan melindungi negara dan bangsa. 
Struktur Dewan Kawasan (DK) dan Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) 
sudah tepat sebagai lembaga yang mengatur dan menjalankan sistem, namun 
lembaga ini perlu dioptimalkan dengan cara meningkatkan profesionalisme, 
seperti memberikan aturan dan arahan yang tepat, pengawasan yang ketat, 
memiliki sejumlah pakar dan konsultan. Mampu berkoordinasi dengan semua 
dinas dan lembaga di daerahnya, karena dalam area ini beberapa hal tidak akan 
terlepas dari dinas-dinas yang berkompeten. Penguasaan bahasa asing dan 
teknologi, proaktif, informatif, serta memastikan bahwa semua investor dapat 
memiliki rasa aman dalam berinvestasi. Bagi Badan Pengusahaan Kawasan, 
fungsi promosi dan pemasaran harus dijalankan dengan baik, maka sistem 
informasi yang akurat dan cepat menjadi senjata yang tepat untuk kemudahan 
investor mendapatkan informasi. 
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Pengalaman yang dimiliki Badan Pengusahaan Kawasan di Batam sudah 
lebih banyak karena pernah menangani era ini pada saat masih bernama Badan 
Otorita Batam, maka pengalaman tersebut dapat dibagi dengan Bintan, Karimun 
serta Tanjung Pinang. Para profesional di bidang perdagangan yang dimiliki 
Badan Pengusahaan Kawasan Batam harus lebih sering berbagi dan kawasan 
lainpun perlu terbuka dan memiliki hasrat yang tinggi untuk terus belajar, 
memahami dan menjalankan secara profesional. 
Kesiapan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur juga tidak kalah 
pentingnya dalam membangun kawasan ini, mulai dari kantor pelayanan terpadu 
satu atap (one stop service), akses jalan, listrik, penerangan, air bersih, pelabuhan 
udara dan pelabuhan laut, jaringan komunikasi dan telekomunikasi (media cetak, 
elektronik, telepon dan internet), serta jaminan keamanan bagi para investor serta 
pemetaan tata ruang wilayah yang tepat. Semua harus segera dipersiapkan untuk 
mempermudah jalannya program Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 
Batam, Bintan, Karimun. Seluruh masyarakat (terutama lokal) yang memiliki 
keahlian dan profesi perlu melakukan persiapan untuk turut serta dalam era ini, 
seperti konsultan pajak, konsultan keuangan, biro psikologi dan sumber daya 
manusia (hubungan industrial), biro perjalanan dan wisata, biro penerjemah, 
pedagang kecil dan besar, transportasi dan penyewaan alat berat, kontraktor dan 
lain-lain. Sebuah kesempatan untuk membangun masyarakat yang sejahtera, 
cerdas dan berakhlak mulia, seperti tujuan Provinsi Kepulauan Riau. 
Masyarakat yang berada di daerah yang berpotensi mendatangkan wisata 
perlu proaktif mempromosikan daerahnya melalui berbagai kemudahan seperti 
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memanfaatkan teknologi internet, media cetak dan elektronik lainnya. Para 
pebisnis di bidang transportasi dapat mengembangkan sayap untuk menyediakan 
armada antar jemput atau jasa penyewaan. Para profesional seperti pengacara, 
notaris, sumber daya manusia, psikolog, dokter, perawat dan sebagainya sudah 
pasti dapat mengembangkan profesianya dengan masuk dalam zona bisnis dan 
tetap mengedapankan etka profesi. Sebagai contoh di Cina, beberapa dokter lokal 
telah membuka klinik dan rumah sakit berstandar sebagai rujukan bagi perusahaan 
penanaman modal asing (PMA), hal ini bukan tidak mungkin juga bagi pengacara 
untuk membuka kantor konsultan hukum, biro konsultan sumber daya manusia 
dan sebagainya, sehingga penciptaan lapangan kerja dapat ditingkatkan. 
Pemerintah dan masyarakat juga harus mahir dalam bernegosiasi memanfaatkan 
peluang. Pada intinya PMA tidak perlu membawa dokter, konsultan hukum, 
konsultan SDM, ahli masak dan sebagainya dari negaranya, karena masyarakat 
kita dapat mengambil peran di bidang-bidang tersebut. 
Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan dapat membuat dan 
menerapkan aturan-aturan yang sama-sama menguntungkan investor, pemerintah 
dan masyarakat. Jadi tidak semua harus menguntungkan investor, karena secara 
umum fasilitas Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebenarnya telah banyak 
menguntungkan investor apalagi PMA. Saat ini bagaimana caranya agar 
masyarakat dapat menikmati era ini untuk meningkatkan kesejahteraan. Tidak ada 
alasan untuk tidak memberikan ijin kepada masyarakat sejauh masyarakat mampu 
mengikuti standar yang diminta investor, baik lokal maupun PMA, dengan 
demikian secara tidak langsung masyarakat profesi akan tertantang untuk tumbuh 
82 
 
dan berkembang sejalan dengan kemajuan daerahnya. Daerah maju adalah daerah 
yang masyarakatnya maju dan sejahtera. Di indonesia banyak daerah kaya tapi 
belum tentu sebagai daerah maju, daerah kaya yang potensi sumber daya alamnya 
dikelola belum tentu menjadi daerah maju sepanjang masyarakatnya hanya jadi 
penonton dan bukan bagian dari pelaku bisnis atau investor. 
Seringkali Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dikaitkan juga dengan 
investasi, hal demikian menjadi tujuan utama dari pemberian fasilitas tersebut. 
Saat ini yang perlu dipahami adalah bagaimana sebuah investasi dapat 
memberikan keuntungan yang tidak saja berjangka pendek namun dapat 
memberikan keuntungan berjangka panjang. Keuntungan jangka panjang tidak 
sepenuhnya berupa uang atau materi, namun lebih menitikberatkan pada hal-hal 
yang bersifat modal keahlian atau kemampuan (skill). 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas telah memberikan angin segar 
akan murahnya barang-barang impor terutama kendaraan bermotor dan elektronik, 
namun hal itu bukan tujuan utama dari pemberian fasilitas ini, oleh karena itu 
pemerintah dan masyarakat perlu mengoptimalkan kesempatan ini agar dapat 
meningkatkan kesejahteraan. Dengan menitikberatkan pada keuntungan atau 
manfaat jangka panjang, maka paradigma menjadi investor dan pelaku bisnis di 
negeri sendiri dapat diwujudkan. 
Melalui investasi akan terserap tenaga kerja, hal ini juga menjadi peluang 
yang baik bagi masyarakat yang memutuskan untuk menjadi pekerja, namun perlu 
diingatkan bahwa bekerja bukan sekedar melakukan rutinitas namun bagaimana 
bekerja sebagai upaya untuk mencipta dan melayani. Sehingga setiap pekerja 
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dapat merasakan kemajuan dan kesejahteraan. Di Singapura negara tetangga 
terdekat dengan wilayah Batam, Bintan, Karimun memilki turnover (arus keluar 
masuk tenaga kerja) yang tinggi, salah satu penyebabnya karena kebutuhan 
perusahaan akan para pekerja ahli terus meningkat, sehingga pekerja yang terus 
mengembangkan dirinya akan mendapatkan tawaran upah dan fasilitas yang 
semakin tinggi, oleh sebab itu terjadi turnover. Diharapkan para pekerja di daerah-
daerah industri pada kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ini 
nantinya juga akan sama dengan Singapura dan Cina sebagai negara 
perbandingan. Maka para PMA tidak perlu mengirimkan tenaga kerjanya dalam 
jumlah yang besar, pemerintah dan masyarakat harus mampu menyiapkan sumber 
daya ini untuk mengurangi pemakaian tenaga asing yang ahli. 
Singkatnya yang perlu beralih adalah teknologinya, bukan tenaga ahlinya, 
artinya tenaga ahli dapat diciptakan seperti teknologi, jadi setiap investasi asing 
yang berdiri di kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas harus dapat 
memberikan kesempatan alih teknologi kepada tenaga lokal. Hal ini sudah terjadi 
di Cina, sebagai bukti beberapa produsen elektronik, telekomunikasi, barang-
barang industri dari plastik, karet, alumunium asal Amerika dan Eropa telah 
mempercayakan sepenuhnya kepada negara Cina untuk memproduksi barang-
barang tersebut, setelah diproduksi barang-barang tersebut dikirim ke negara 
pemesan dan di ekspor ke berbagai negara termasuk Indonesia. Tak heran sebuah 
barang elektronik merek asal Jepang atau Amerika bertuliskan ‟made in China‟ 
Dengan demikian akan berpengaruh juga pada standar upah pekerja, 
meskipun dianggap murah oleh pelaku PMA karena konversi nilai mata uang 
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Rupiah terhadap mata uang asing, namun tidak berarti murah bagi masyarakat, 
artinya tenaga kerja lokal dapat memperoleh upah yang tinggi menurut standar 
yang berlaku di masyarakat kita. Apalagi jika pekerja lokal mampu bersaing dan 
memilki keahlian yang sama dengan tenaga asing akibat alih teknologi, maka 
bukan tidak mungkn seluruh atau banyak pabrik di kawasan industri seperti 
Batam atau Lobam dipercaya memproduksi barang asal negara maju mulai dari 
komponen sampai pengepakan. Jika seluruh komponen pemerintah dan 
masyarakat sepakat bahwa tujuan diberikannya fasilitas Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas seperti di atas, maka Batam, Bintan, Karimun akan cepat 



















Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa 
kesimpulan sebagai kristalisasi atas pemaparan dari dua rumusan masalah 
yang ada, di antaranya sebagai berikut: 
1. Perbatasan suatu negaramempunyai peranan penting sebagai wilayah 
kedaulatan. Permasalahan terkait wilayah perbatasan dapat 
berupapenentuan batas wilayah dan keutuhan wilayah, penentuan 
perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proseshistoris, politik, 
hukum nasional dan internasional. Dalam konstitusi suatu negara sering 
dicantumkan pula penentuan batas wilayah Negara. Aktivitas kawasan 
perbatasan meliputi penjagaan keamanan, pemanfaatan sumber daya alam, 
pengembangan budaya lokal, penataan lingkungan, pengingkatan 
perekonomian sampai pada cerminan suatu negara di mata negara 
tetangganya. Dari kondisi yang ada permasalahan kawasan perbatasan 
meliputi, masalah keamanan, kawasan perbatasan mempunyai posisi 
strategi yang berdampak terhadap keamanan dan politis mengingat 
fungsinya sebagai outlet terdepan Indonesia. 
Berdasarkan contoh yang ada melalui suatu analisa baik analisa teori 
maupun dari segi kemanfaatan dan implementasi, kerjasama internasional 
yang ada dapat dikatakan cukup baik, karena terdapat pembuktikan bahwa 
kedua negara sebagai negara yang berdaulat memilki kewenangan penuh 
86 
 
dalam mengatur setiap individu-individu dan benda-benda yang berada 
diwilayah teritorialnya sebagaimana dipahami dalam menempatkan peran-
nya dalam kerjasama serta implementasi yang mengarah pada peningkatan 
dan pertumbuhan kearah positif bagi masyarakat maupun kawasan 
perbatasan itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya kerjasama 
menyangkut aktivitas masyarakat kedua negara berbatasan ini dapat 
mengontrol keluar masuknya kedua warga negara,merupakan langkah 
dalam meningkatkan intensitas dalam berbagai aspek, terutama aspek 
ekonomi. Sedangkan, pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus 
berdasarkan kerjasama internasional yang melibatkan dua atau lebih 
negara, pada penulisan ini khusus mengenai Indonesia dan Singapura. 
Kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang saling 
menguntungkan sebagai-mana yang menjadi tujuan dari kerjsama tersebut 
bahwa pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dimaksud untuk 
mempromosikan dan meningkatkan kemajuan ekonomi pada aspek 
penanaman modal di Batam, Bintan dan Karimun. Dengan mengede-
pankan komitmen yang kuat, dari kedua belah pihak dengan intensitas 
komuni-kasi yang baik maka dalam hal ini dapat dipertimbangkan agar 
menjadi bagian dari upaya pengembangan ekonomi dibeberapa wilayah 
khusus di Indonesia. 
2. Pemanfaatan kerjasama internasional pada hakikatnya tidak bermaksud 
untuk mengenyampingkan kemampuan dan potensi nasional yang ada, 
namun lebih pada upaya percepatan dengan optimalisasi semua potensi 
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secara menyeluruh dan berkesinambungan agar memperoleh hasil yang 
maksimal, setelah memperhatikan aspek-aspek legal, keamanan dan 
kepentingan nasional. Maka sudah sewajarnya pengendali politik luar 
negeri Indonesia untuk diberikan kemudahan bagi pemangku kepentingan 
lainnya yang terlibat dalam pengelolaan perbatasan terlebih pemerintah 
daerah yang memiliki inisiatif untuk meningkatkan hubungan luar negeri. 
Karena, pemerintah daerah terkait kawasan perbatasan secara hukum 
merupakan penanggung jawab atas daerah yang dipimpinnya. Disamping 
itu juga, potensi yang ada tetap dapat dikelola dengan tepat sasaran. 
Mengharapkan wilayah perbatasan menjadi serambi depan dari wilayah 
Indonesia, maka hubungan dengan negara tetangga ini perlu ditingkatkan. 
Peningkatan ekspor ke negara tetangga secara geografis relatif mudah 
dilakukan dan ini dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan 
ekonomi wilayah perbatasan. Peningkatan kerjasama ekonomi dengan 




Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan beberapa saran mengenai 
Kerjasama Pengelolaan Wilayah Perbatasan Ekonomi Khusus dengan 
Singapura yaitu: 
1. Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan perlu 
menyelenggarakan program studi banding ke beberapa negara yang 
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telah berhasil menerapkan KEK dengan segala model dan sistemnya. 
Melakukan penelitian-penelitian, survey secara berkala menganai 
kemajuan pelaksanaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, 
menyelenggarakan seminar, workshop, pelatihan dan sebagainya 
sebagai upaya sosialisasi dan membuka wawasan bagi masyarakat dan 
pemerintah. 
2. Pembuatan berbagai media informasi guna mempromosikan kawasan 
yang memilki fasilitas Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas antara 
lain dengan membangun website, promotion dvd, brochure, leaflet, 
poster dan beberapa bentuk promosi melalui kunjungan ke daerah-
darah dan negara-negara investor, mengikuti pameran investasi 
berskala nasional dan internasional, serta menjadi tuan rumah berbagai 
penyelenggaraan penting dan strategis seperti pemilihan Duta Wisata 
Indonesia, Kongres Kamar Dagang dan Industri, memprakarsai 
pertemuan negara-negara penyelenggara KEK. Penyelenggaraan 
pertandingan olah raga nasional dan internasional, penyelenggaraan 
program kunjungan wisata Batam, Bintan, Karimun sampai Kepulauan 
Riau, Jika perlu mempromosikan investasi Batam, Bintan dan Karimun 
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By the President of the Republic of Indonesia 
and the Prime Minister of the Republic of Singapore 
on the Occasion of the Signing of the 
Framework Agreement on Economic Cooperation 
between the Government of the Republic of Indonesia and the Government 
of the Republic of Singapore 
in tbe Islands of Batam, Bintan and Karimun 
 
 
Batam, 25 June 2006 
 
1. President Susilo Bambang Yudhoyono and Prime Minister Lee Hsien Loong 
metin Batam, Indonesia, on the 25𝑡ℎ  of June 2006, to inaugurate the economic 
cooperationbetween the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore in 
the development ofspecial economic zones in the Indonesian islands of Batam 
Bintan and Karimun. Themeeting was conducted in an atmosphere which reflects 
the close, strong and dynamicpartnership between lndonesia and Singapore. 
2. The meetings commenced with a tête-à-tête between the two Leaders, 
followedby bilateral talks between the two delegations. President Susilo Bambang 
Yudhoyonoand Prime Minister Lee Hsien Loong were accompanied by Cabinet 
Ministers of bothcountries. In addition, representatives from the business 
community also took part inactivities organized by the Indonesian Chamber of 
Commerce. 
3. The two Leaders strongly underlined the complementarities of the economies 
ofthe two countries. Indonesia possesses vast territory, abundant natural resources 
and alarge work force. Singapore is one of the most important financial and 
business centresin the Asia-Pacific. Recognising that Indonesia and Singapore are 
natural partners whocan work together to attract global investments into their two 
countries, the two Leadersexpressed their commitment to work together to 
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develop special economic zones inBatam, Bintan and Karimun, and transfonn the 
designated areas within these threeislands into productive and internationally 
competitive economic zones. To realize thisvision, the two Leaders agreed to 
conclude a Framework Agreement on EconomicCooperation in the Islands 
ofBatam, Bintan and Karimun. 
4. The two Leaders witnessed the signing of the said Framework Agreement by 
Dr.Boediono, Coordinating Minister for Economic Affairs for the Government of 
theRepublic of Indonesia and Mr. Lim Hng Kiang, Minister for Trade and 
Industry for theGovernment of the Republic of Singapore. 
5. The Framework Agreement emphasizes the importance of cooperation in 
theareas of investment, finance and banking, taxation, customs and excise, 
immigration,manpower, and capability development, in order to establish an 
investor-friendlyenvironment in the special economic zones in Batam, Bintan and 
Karimun. 
6. The two Leaders are committed to the successful implementation of the 
specialeconomic zones in Batam, Bintan and Karimun by establishing, among 
others, thefollowing: 
- an effective institutional framework; 
- streamlined regulatory procedures; 
- a competitive and stable business environment; 
- a well-planned, competitive and efficient industrial infrastructure; and 
- a dedicated and effective administration. 
7. The two Leaders stressed that the successful implementation of the Framework 
Agreement is necessary to guarantee the development of internationally 
competitivespecial economic zones in Batam, Bintan and Karimun, and to serve 




8. To underline their strong commitment to the speedy and successful 
implementation of the Framework Agreement, the two Leaders agreed to 
theestablishment of a Joint Steering Committee (JSC), co-chaired by Dr. 
Boediono,Coordinating Minister for Economic Affairs and Mr. Lim Hng Kiang, 
Minister forTrade and Industry, which will be responsible for carrying out the 
FrameworkAgreement. The JSC is tasked to supervise the action plan for the 
development of thespecial economic zones in Batam, Bintan and Karimun, as well 
as to promote and adoptmarket oriented proposals. 
9 Recognising the need for strong and sustained whole-of-government support 
toensure the success of this effort, the Leaders agreed that the JSC membership 
willcomprise relevant ministers and other representatives from Indonesia and 
Singapore.The Leaders also mandated the inaugural JSC to convene within three 
months and toreport directly to the President of the Republic of Indonesia and the 
Prime Minister ofthe Republic of Singapore. 
10. A Joint Working Group, co-chaired by Dr. Mari Elka Pangestu, Minister 
forTrade of the Republic of Indonesia and Mr. Lim Siong Guan, Chairman-
designate of theEconomic Development Board of the Republic of Singapore, will 
also be established toimplement the action plan for the development of the special 
economic zones in Batam,Bintan and Karimun. 
11 . President Susilo Bambang Yudhoyono thanked Prime Minister Lee Hsien 
Loongfor Singapore's energetic partnership with lndonesia. Prime Minister Lee 
Hsien Loongreiterated that he valued his strong friendship with President 
Yudhoyono. The twoLeaders pledged to continue to intensify their cooperation 
for the progress andprosperity of Indonesia and Singapore. 
Signed in Batam, 25 June 2006 
           Signed ......................................................................................................           SiSusilo Bambang Yudhoyono               Lee Hsien Loong 
President .........................................................................................................                            Prime Minister 
   Republic of Indonesia .............................................................................................                       Republic of Singapore 
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